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MOTTO 
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anda tahu anda tidak akan pernah berhasil. Karena ke-BERHASIL-an hanya milik 
DORA the explorer. BERHASIL! BERHASIL! BERHASIL! HORE!!!” 
“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang” 
“Be the best version of you” 
“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah (94) : 6-7)” 
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ABSTRACT 
Risk management is an important effort that must be done by every 
company, including in sharia financial institutions, namely Baitul Maal Wa 
Tamwil (BMT), in an effort to minimize losses due to the risks that occur. In 
implementing risk management, BMT Ahmad Dahlan Cawas is conducted in 
four steps, namely risk identification, risk measurement, risk monitoring and 
risk control. 
In indentification, BMT Ahmad Dahlan Cawas did it by surveying 
prospective financing members and also the surronding environment to find 
data about their characters. Furthemore, in risk measurement, BMT Ahmad 
Dahlan Cawas does it with aspect of collateral. Which means knowing for sure 
the guarantess used by prospective members to submit. 
Then in its monitoring, BMT Ahmad Dahlan Cawas did it by noting the 
members who did not pay their installments last month and predicting the 
income to be received in one month which was carried out at the beginning of 
the month. Furthermore, at the end of the month, BMT Ahmad Dahlan’s 
marketing analyzed predictions made at the beginning of the month. And for 
the control carried out in three ways, namely : daily marketing worksheet, 
problem handling progress sheet and RAPB (Problematic Financing Budget 
Plan). 
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ABSTRAK 
Manajemen risiko merupakan upaya penting yang harus dilakukan oleh 
setiap perusahaan termasuk pada lembaga keuangan syariah yaitu Baitul Maal 
Wa Tamwil (BMT), sebagai upaya untuk meminimalisir kerugian akibat risiko 
yang terjadi. Dalam penerapan manajemen risikonya BMT Ahmad Dahlan 
Cawas dilakukan dengan empat langkah, yaitu identifikasi risiko, pengukuran 
risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.    
Dalam identifikasi, BMT Ahmad Dahlan Cawas melakukannya dengan 
survei kepada calon anggota pembiayaan dan juga lingkungan sekitar untuk 
mencari data mengenai karakternya. Selanjutnya dalam pengukuran risiko, 
BMT Ahmad Dahlan Cawas melakukannya dengan aspek jaminan. Yang 
artinya mengetahui secara pasti jaminan yang digunakan calon anggota untuk 
pengajuannya. 
Kemudian dalam pemantauannya BMT Ahmad Dahlan Cawas 
melakukannya dengan mencatat anggota yang tidak mengangsur pada bulan 
kemarin dan memprediksi pendapatan yang akan diterima dalam satu bulan 
yang dilakukan pada awal bulan. Selanjutnya diakhir bulan, marketing BMT 
Ahmad Dahlan menganalisa prediksi yang dibuat pada awal bulan. Dan untuk 
pengendaliannya dilakukan dengan tiga cara, yaitu : lembar kerja marketing 
harian, lembar progress penanganan bermasalah dan RAPB (Rancangan 
Anggaran Pembiayaan Bermasalah). 
 
Kata kunci : BMT Ahmad Dahlan Cawas, Manajemen Risiko, Pembiayaan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.   Latar Belakang Masalah 
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah jenis lembaga keuangan bukan 
bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam. 
Adapun perbedaan dengan bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah, 
bank umum merupakan lembaga keuangan makro sedangkan bank perkreditan 
rakyat merupakan lembaga keuangan menengah. Ada banyak lembaga 
keuangan mikro seperti koperasi, bank kepegawaian daerah (BPD) dan lainnya, 
tetapi perbedaan BMT disini merupakan lembaga keuangan mikro yang 
berlandaskan syariah  (Sumiyanto, 2008 : 15). 
Selain itu juga, BMT juga disebut dengan lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) yang bergerak dalam bidang keuangan. Dikarenakan BMT tidak hanya 
bergerak dalam bidang pengelolaan modal tetapi juga dalam hal pengumpulan 
zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Hal ini merupakan konsekuensi dari nama 
BMT itu sendiri, karena BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan 
baitut tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan 
penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). 
Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana 
yang bersifat komersil (Mikhriani, 2011: 41). 
Perbedaan lain BMT dengan bank umum syariah (BUS) dan Bank 
Perkreditan rakyat syariah (BPRS) adalah dalam hal pendampingan dan 
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dukungan. Berkaitan dengan dukungan, BUS dan BPRS terikat dengan 
peraturan pemerintah dibawah Departemen Keuangan atau juga peraturan Bank 
Indonesia (BI). Sedangkan BMT dengan badan hukum koperasi, secara 
otomatis dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah. Oleh sebab itu, legalitas nasionalnya memiliki ketentuan 
perundang-undangan yang terkait dengan koperasi (Sumiyanto, 2008 : 15). 
Ketentuan pengaturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri 
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 Tahun 2004 (Kepmen No.91/ 
Kep/ M.KUKM/XI/ 2004). Dalam ketentuan ini, Koperasi BMT disebut 
sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Yang berarti, BMT sudah 
beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang 
berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh 
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau departemen yang 
sama di masing-masing wilayah kerjanya (Sumiyanto, 2008 : 39). 
Kemudian pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan 
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia Nomor 16/ Per/ M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan 
menteri ini merubah status KJKS menjadi KSPPS ( Koperasi Simpan Pinjam 
dan Pembiayaan Syariah) (wordpress.com/30/04/2019). 
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro 
yang berlandaskan syariah dengan berbadan hukum koperasi yang berfungsi 
untuk mengumpulkan dan mengelola dana masyarakat dan menyalurkannya ke 
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masyarakat lewat produk pembiayaan. Selain itu, BMT berfungsi untuk 
mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) 
kepada masyarakat yang berhak menerimanya (Sumiyanto, 2008 : 15). 
Penelitian yang dilakukan oleh Endra (2015 : 129) bahwa penerapan 
manajemen risiko di BMT Amanah Ummah belum melakukan proses 
manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses 
manajemen risiko. BMT Amanah Ummah juga belum menerapkan prinsip 
syariah dalam prosesnya. Karena membuat akad jual beli terlebih dahulu 
dengan calon anggota atau anggota yang mengajukan pembiayaan meskipun 
barang yang diperjualbelikan masih belum dimiliki oleh BMT Amanah 
Ummah. BMT Amanah Ummah juga menerapkan denda bagi calon anggota 
atau anggota yang terlambat membayar angsuran pembayaran. 
Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulfa (2014 : 176) 
bahwa penerapan manajemen risiko di BMT Amanah Kudus yang dinilai sudah 
baik mulai dari identifikasi sampai pengendalian risiko. Karena memerhatikan 
adanya 5C, yaitu character, capital, capacity, collateral dan condition dalam 
mengidentifikasi risiko. 
BMT Ahmad Dahlan Cawas merupakan salah satu BMT yang terletak di 
Cawas, Klaten. BMT ini berdiri karena inisiatif dari aktivis muda 
Muhammadiyah yang ingin memasyarakatkan ekonomi syariah terutama di 
daerah Cawas. Faktor pendukung berdirinya BMT Ahmad Dahlan di Cawas 
adalah mayoritas penduduk di Cawas adalah Muhammadiyah. Untuk itu 
diharapkan saat itu masyarakat Cawas menggunakan BMT Ahmad Dahlan 
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sebagai tempat untuk menyimpan maupun melakukan kegiatan pembiayaannya 
di BMT Ahmad Dahlan. 
Dalam proses pembiayaannya BMT Ahmad Dahlan di Cawas tergolong 
mudah dan cepat, maksimal satu minggu, prosedur tidak berbelit-belit, bebas 
memilih cara angsuran, bebas memilih besarnya angsuran dan bebas memilih 
janka waktu angsuran. Maka dari itu, memungkinkan terjadinya beberapa 
risiko pembiayaan yang cukup signifikan maka timbul pertanyaan bagaimana 
penerapan manajemen risiko yang ada di BMT Ahmad Dahlan Cawas.  
Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui 
penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Ahmad Dahlan. Maka dari 
itu, penulis memberikan judul penelitian : “PENERAPAN MANAJEMEN 
RISIKO PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) 
AHMAD DAHLAN CAWAS”. 
1.2.   Identifikasi Masalah 
Dalam BMT pengaturan penerapan manajemen risiko belum diatur 
secara signifikan, hal ini tidak sama seperti dalam perbankan syariah. Untuk itu 
BMT harus dapat membuat ide-ide inovatif untuk meminimalisir terjadinya 
risiko. Dalam salah satu penelitian yang meneliti disebuah BMT yaitu BMT 
Amanah Ummah dalam penerapannya belum melaksanakan proses manajemen 
risiko dengan baik ditambah adanya sistem denda bagi anaggota yang 
terlambat membayar angsuran. Sedangkan ada penelitian yang dilakukan di 
BMT Amanah Kudus menyatakan bahwa penerapan manajemen risikonya 
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sudah baik, karena dalam pemberiannya memperhatikan unsur 5C untuk 
meminimalisir risiko yang terjadi dalam pembiayaan. 
Sebagai contoh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ahmad Dahlan Cawas 
yang telah berdiri selama 22 tahun. Dalam proses pembiayaannya juga cukup 
mudah sehingga dapat memungkinkan terjadinya risiko dalam pembiayaan. 
Untuk itu, penelitian ini lebih mengarah kepada pada penerapan manajemen 
risiko di BMT Ahmad Dahlan Cawas.  
1.3.   Batasan Masalah 
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas dan agar pembahasan 
tentang skripsi ini lebih terarah, tidak melebar dan juga memudahkan analisis, 
maka penulis membatasi permasalahan hanya pada : 
a. Aspek yang dibahas dalam penelitian ini adalah manajemen risiko 
pembiayaan   
1.4.   Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
rumusan masalahnya yang akan dibahas oleh peneliti adalah : 
a. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Baitul Maal 
Wat Tamwil (BMT) Ahmad Dahlan ? 
1.5.   Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini 
meliputi : 
a. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Baitul 
Maal Wat Tamwil (BMT) Ahmad Dahlan  
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1.6.   Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk : 
a.   Manfaat Praktis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
pembelajaran bagi seluruh industri keuangan syariah dalam pengelolaan dan 
penerapan manajemen risiko pembiayaan.  
b.   Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 
menambah informasi dan pengetahuan mengenai manajemen risiko 
pembiayaan bagi akademis lain dan menjadi referensi untuk penelitian-
penelitian berikutnya. 
1.7.   Jadwal Penelitian 
Jadwal penelitian sudah terlampir 
1.8.   Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai 
berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian yang 
didalamnya terdapat masalah, setelah itu dilakukan pembatasan masalah 
sehubungan dengan keterbatasan dari penulis pribadi. Latar belakang dan 
pembahasan masalah sehubungan dengan keterbatasan penulis pribadi. Latar 
belakang dan pembatasan masalah, lalu menghasilkan perumusan masalah 
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berupa pertanyaan-pertanyaan peneliti. Penulis melanjutkan dengan membahas 
tujuan dan manfaaat serta sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini akan menjelaskan fokus dan subfokus penelitian yang 
diangkat oleh penulis. Teori-teori yang berhubungan dengan fokus dan 
subfokus penelitian yang diangkat oleh penulis. Disamping itu juga, pada bab 
ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, baik penelitian 
yang serupa maupun penelitian yang masih berhubungan dengan tema 
penelitian skripsi yang diangkat oleh penulis. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode dan desain penelitian 
yang digunakan oleh penulis. Metode dan desain yang akan dibahas pada bab 
ini adalah metode dan desain penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan 
data studi dokumen, observasi dan wawancara. Bab ini terdiri dengan waktu 
dan wilayah penelitian, jenis penelitian, teknik pengambilan sampel, data dan 
sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analis data. 
BAB IV PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis melakukan akan menyampaikan serta membahas 
mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan teknik studi dokumen, 
observasi dan wawancara. Disamping itu juga, penulis akan menganalisis hasil 
penelitian yang telah dilakukan.  
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BAB V  PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan atau jawaban dari rumusan 
masalah  yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan 
saran-saran yang perlu disampaikan dan diajukan oleh penulis sebagai bahan 
penelitian pertimbangan selanjutnya. Disamping itu, saran disampaikan kepada 
pihak yang memiliki persamaan dengan yang dijadikan obyek penelitian agar 
dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi industri keuangan syariah lainnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Manajemen Risiko 
Lembaga keuangan mikro, terutama BMT selalu berhubungan dengan 
manajemen risiko dalam fungsinya sebagai lembaga penyalur dana kepada 
masyarakat. Dalam hal menghimpun dana, mereka berhadapan dengan risiko 
likuiditas, operasional dan reputasi. Dalam hal penyaluran dana mereka 
menghadapi risiko pembiayaan macet dan tunggakan sampai dengan risiko 
pasar (Susilo & Hakim, 2012 : 13). 
Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan juga 
dikendalikan. Oleh sebab itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, 
BMT juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 
risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut dengan 
manajemen risiko (Karim, 2010 : 255). 
Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, 
memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat 
risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan 
demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai pemberi peringatan dini 
terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (Karim, 2010 : 255). 
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Dan untuk tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut (Karim, 2010: 
255) : 
1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator 
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable  
(tidak dapat diterima) 
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled  
(tak terkendali) 
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko  
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko  
Menurut Steinwand (2000) memberikan beberapa definisi terminologi 
yang berkaitan dengan manajemen risiko sebagai berikut (Susilo & Hakim, 
2012 :14) : 
1. Risiko adalah kemungkinan rugi yang akan terjadi 
2. Manajemen risiko adalah proses dari mengelola kemungkinan besarnya 
kerugian yang terjadi pada lingkup dan batas yang dapat diterima oleh  
lembaga keuangan mikro 
3. Sistem manajemen risiko adalah sebuah metode sistematik untuk  
mengidentifikasi, mengukur dan mengelola berbagai macam risiko yang 
dihadapi oleh lembaga keuangan mikro 
4. Kerangka manajemen risiko adalah panduan untuk para manajer lembaga  
keuangan mikro untuk mendesain sistem manajemen risiko yang terpadu  
dan menyeluruh untuk membantu mereka berfokus pada risiko terpenting  
untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien 
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Steinwand (2000) merumuskan langkah-langkah penanganan risiko pada 
lembaga keuangan mikro dengan risk management feedback loop seperti dalam 
Gambar 2 (Susilo & Hakim, 2012 : 14). 
Gambar 2.1  
Risk Management Feedback Loop 
  
 Sumber :  Steinwand (2000) 
Adapun langkah dalam risk management feedback loop sebagai berikut: 
Pertama, mengidentifikasi yang artinya menilai dan memprioritaskan risiko. 
Kedua, mengembangkan strategi untuk mengukur risiko. Ketiga, mendesain 
kebijakan dan prosedur untuk mengurangi risiko. Keempat, melaksanakan 
kebijakan dan prosedur yang telah dibuat dan menunjuk penanggung jawab. 
Kelima, menguji efektivitas dan mengevaluasi lainnya. Keenam, merevisi 
kebijakan dan prosedur sebagai diperlukan (Susilo & Hakim, 2012 : 14-15). 
Regulasi, monitoring, dan pengawasan dalam BMT dibawah 
Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai regulator dan pengawasnya. 
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Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia Nomor 16/Per/ M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan 
usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Adapun dalam 
pengaturan manajemen risikonya terdapat dalam pasal 22 dan pasal 28 yang 
sebagai berikut (Kemenkop-UKM, 2015 : 27-30) : 
1.   Pasal 22 terdiri dari empat (4) ayat, yaitu : 
a. Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan 
berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan 
prinsip kehati-hatian dan manjemen risiko, serta mematuhi peraturan 
yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah.  
b. Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan predikat 
penilaian kesehatan “Dalam Pengawasan Khusus” dihentikan 
sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur 
keuangannnya. 
c. KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada 
sektor riil secara langsung. 
d. KSPPS sekunder dan Koperasi sekunder yang memiliki unit simpan 
pinjam pembiayaan syariah dilarang memberikan pinjaman dan 
pembiayaan kepada perorangan. 
2.   Pasal 28 terdiri dari tiga (3) ayat, yaitu : 
a. Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman dan pembiayaan 
syariah, KSPPS dan USPPS koperasi dapat : 
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1) Menerapkan simpanan wajib dan pinjaman atau pembiayaan 
syariah; 
2) Menerapkan sistem tanggung renteng diantara anggota. 
3) Menetapkan jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang dapat 
berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan senilai dana 
pinjaman atau pembiayaan yang bersangkutan; 
4) Apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam 
mengembalikan pinjaman atau pembiayaannya, maka agunan dapat 
berupa barang yang secara fisik tetap berada pada pemiliknya 
(fidusia); 
5) Melindungi keamanan pinjaman dan pembiayaan melalui 
penjaminan dan asuransi. 
b. KSPPS/USPPS Koperasi secara bersama-sama KSPPS/USPPS 
Koperasi lainnya dapat membangun sistem informasi pinjaman 
anggota; 
c. Dalam hal KSPPS dan USPPS Koperasi memiliki agunan yang telah 
jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat 
dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikatan. 
2.2. Jenis – Jenis Risiko 
Dalam penerapan manajemen risiko terdapat 10 risiko yang harus 
dikelola oleh bank diantara sebagai berikut  (Fasa, 2016 : 40-41) : 
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1. Risiko Kredit 
Risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam 
memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup 
risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi. 
2.   Risiko Pasar 
Risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank 
akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa nilai tukar dan suku bunga. 
3. Risiko Likuiditas 
Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk 
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo 
4.   Risiko Operasional  
Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak 
berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau yang 
mempengaruhi operasional bank. 
5.   Risiko Hukum  
Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti : 
adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang 
mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat 
keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.  
6.   Risiko Reputasi 
Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang 
terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.  
7.   Risiko Strategis 
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Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan 
pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang 
tidak tepat atau bank tidak mematuhi/ tidak melaksanakan perubahan 
perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko 
strategis dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara 
konsisten. 
8.   Risiko Kepatuhan  
Risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang 
ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.    
9.   Risiko Imbal Hasil 
Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada 
nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari 
penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga 
bank.   
10.   Risiko Investasi 
Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang 
dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.      
2.3.   Pengertian Risiko Pembiayaan 
Pengertian risiko pembiayaan adalah salah satu jenis risiko yang ada 
dalam kegiatan perbankan syariah. Risiko pembiayaan ini merupakan suatu 
risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (pengusaha) 
mengembalikan pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari lembaga 
keuangan syariah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau 
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dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah 
disepakati kedua belah pihak, secara teknis keadaan tersebut disebut default 
(kegagalan memenuhi kewajibannya) (Rivai & Ismail, 2013 : 239). 
Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup besar, 
hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat 
kesehatan bank. Risiko pembiayaan adalah risiko yang diakibatkan kegagalan 
nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai 
perjanjian yang telah disepakati (Rustam, 2013 : 55). 
Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa risiko 
pembiayaan adalah suatu kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam 
proses pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman. Dari uraian diatas 
manajemen risiko pembiayaan adalah proses pengelolaan kemungkinan negatif 
yang dapat terjadi dalam praktek pembiayaan, kaitannya dengan pemenuhan 
kewajiban pembayaran dana pinjaman. Untuk mengimplementasikan 
manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus 
dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu  (Rustam, 2013 : 45) : 
2.3.1. Identifikasi Risiko 
Pada tahap ini pihak manajemen risiko perusahaan melakukan tindakan 
berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan. 
Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang 
sudah terlihat dan yang akan terlihat.  
Identifikasi dan pemetaan risiko meliputi : 
1. Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala 
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2.   Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi 
risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank 
3.   Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber 
risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan 
aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas 
baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum 
diperkenalkan atau dijalankan 
Selain proses pemetaan risiko pembiayaan, dalam identifikasi risiko 
pembiayaan juga terdapat proses penilaian pembiayaan. Proses ini digunakan 
oleh pihak bank untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah yang benar-
benar layak untuk diberikan pelayanan. Salah satu prinsip penilaian 
pembiayaan oleh pihak bank untuk menganalisis nasabahnya adalah penilaian 
dengan prinsip 5C. Menurut Kasmir prinsip penilaian 5C antara lain sebagai 
berikut (Kasmir, 2012 : 101-103) : 
1.   Character (Karakter) 
Karakter meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter ini dapat 
dilihat dari latar belakangnya, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan 
maupum yang bersifat pribadi seperti : cara hidup yang dianutnya, keadaan 
keluarga, hobi dan jiwa sosial. Karakter merupakan ukuran untuk menilai 
kemauan nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik 
akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.  
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2.    Capacity (Kemampuan) 
Kemampuan adalah analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur 
membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis 
serta kemampuannya untuk mencari laba dari usahanya.  
3.    Capital (Modal) 
Modal adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk 
prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan 
dijalankan, berapa modal sendiri, berapa modal pinjaman. 
4.    Collateral (Jaminan) 
Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat 
fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 
diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah 
jaminan dapat dipergunakan secepat mungkin.  
5.    Condition (Kondisi) 
Kondisi merupakan analisa terhadap kondisi perekonomian yang artinya 
bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan 
kondisi ekonomi. Apakah kondisi ekonomi tersebut berpengaruh pada usaha 
calon debitur dimasa yang akan datang. 
2.3.2. Pengukuran Risiko 
1.   Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko 
bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko 
ini wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk maupun seluruh 
aktivitas bank. 
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2.   Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk atau 
aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik 
dalam kondisi normal maupun tidak normal. 
Setiap pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara 
berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian 
asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data serta prosedur yang digunakan 
untuk mengukur risiko  (Ismail, 2010 : 116).  
2.3.3. Pemantauan Risiko 
Pada tahap ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuan risiko 
yang terdapat pada keinginan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses 
manajemen risiko. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan  
(Karim, 2010 : 260) : 
1. Evaluasi terhadap eksposur risiko 
2. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan 
usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem 
informasi 
2.3.4. Pengendalian Risiko 
Sesudah proses identifikasi, pengukuran, pemantauan risiko, proses 
selanjutnya adalah pengendalian risiko. Dalam pengendalian risiko, bank harus 
dapat memutuskan bagaimana cara menangani risiko tersebut. Bank harus 
memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada 
kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan proses 
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pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat 
membahayakan kelangsungan usaha bank (Karim 2010 : 260). 
2.4. Pembiayaan Bermasalah 
Pembiayaan bermasalah adalah suatu kejadian dimana nasabahb sudah 
tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank 
seperti yang telah diperjanjikan pembiayaan. Tindak lanjut yang dapat 
dilakukan dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah dengan 
cara restruktukturisasi. Restrukturisasi ini antara lain dilakukan dengan cara  
(Suhardjono, 2003 : 252) : 
1.   Penjadwalan kembali (reschedule), perubahan jadwal pembayaran 
kewajiban nasabah atau jangka waktunya 
2.   Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau 
seluruh pembiayaan jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian 
potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus 
dibayarkan kepada bank 
3.   Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan 
pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning. 
a. Penambahan fasilitas pembiayaan bank 
b. Konversi akad pembiayaan \konversi pembiayaan menjadi surat 
berharga syariah berjangka waktu menengah  
c. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 
perubahan nasabah 
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2.5. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 
BMT merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam 
skala mikro seperi koperasi simpan pinjam (KSP). Berbeda dengan koperasi 
dan lembaga keuangan mikro lainnya, BMT merupakan lembaga keuangan 
mikro yang berlandaskan syariah. Selain itu juga, BMT dapat dikatakan 
sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang 
keuangan. Dikarenakan BMT tidak hanya bergerak dalam pengelolaan modal 
(uang) saja, tetapi BMT juga begerak dalam pengumpulan zakat, infaq, dan 
shadaqah (ZIS) (Sumiyanto, 2008 : 15). 
Hal ini berdasarkan dengan arti dari nama BMT itu sendiri yaitu bait al-
mal wat tamwil yang merupakan gabungan dari kata baitul maal dan bait at-
tamwil. Secara singkat, bait al-mal merupakan lembaga pengumpulan dana 
masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit (keuntungan). Sedangkan bait 
at-tamwil merupakan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan 
dengan orientasi profit dan komersial (perdagangan) (Sumiyanto, 2008 :15).  
Di Indonesia setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul 
peluang untuk mendirikan bank-bank lain yang berprinsip syariah. dikarenakan 
operasional pada BMI kurang menjangkau masyarakat kecil dan menengah, 
maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, 
seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan 
dalam operasional daerah (Mikhriani, 2011 : 41). 
Selain itu juga, terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi lahirnya 
BMT, diantaranya adalah sebagai berikut (Sumiyanto, 2008 : 23-24) : 
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1.   Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis 
dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang 
mempunyai modal banyak. 
2.   Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke 
bawah secara intensif dan berkelanjutan. 
3.   Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan 
pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat tidak manusiawi. 
4.   Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat, yang fungsinya 
untuk menciptakan keadilan sosial. 
BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan 
tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif 
bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro 
dan fakir miskin. Adapun peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut (Al-
Arif, 2011 : 379-380) : 
1.   Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif dalam 
melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya 
sistem ekonomi islam.  
2.   Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap 
aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya 
dengan jalan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 
usaha-usaha anggota atau masyarakat umum. 
3.   Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih 
tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan 
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masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus 
mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedianya dana 
setiap saat. 
4.   Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. 
Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks 
dituntut harus pandai bersikap, oleh sebab itu langkah-langkah untuk 
melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus 
diperhatikan. Misalnya, dalam masalah pembiayaan, BMT harus 
memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan dan jenis 
pembiayaan. 
Agar peranan dalam BMT dapat berjalan maksimal, maka BMT yang 
berfungsi sebagai lembaga yang mengidentifikasi, memobilisasi, 
mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan 
potensi ekonomi anggota dan masyarakat daerah kerjanya. Dengan demikian, 
BMT dituntut untuk mampu (Sumiyanto, 2010 : 29-30) :   
1.   Meningkatkan kualitas SDM anggota dan masyarakat wilayah kerjanya 
untuk menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan 
tangguh dalam menghadapi persaingan global. 
2.   Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraanya. 
3.   Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara agniya 
(kelompok orang-orang kaya) sebagai shahibul maal (pemilik dana) 
dengan dhu’afa ( kelompok masyarakat kelas bawaha) sebagai mudharib 
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(pelaksana usaha), terutama untuk dana-dana sosial seperti, zakat, infaq, 
shadaqah, wakaf, hibah, dan lainnya. 
4.   Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara pemilik 
dana (shahibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan 
pengguna dana (mudharib) untuk mengembangkan usaha yang lebih 
kreatif. 
2.6. Hasil Penelitian Yang Relevan  
Tabel 2.1 
Tabel Hasil Penelitian Yang Relevan 
Variabel Peneliti, Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian  
Risiko Kredit 
(Syarat Kredit 
(Credit Term), 
Kinerja 
Nasabah 
(Client 
Appraisal), 
Pengendalian 
Risiko Kredit 
(Credit Risk 
Control), 
Kumpulan 
Rencana 
Kerja 
(Collection 
Policy))dan 
Performa 
Pinjaman 
Ahmed dan Malik 
(2015), Metode 
Survei, sampel 157 
manager dari 
pembiayaan mikro 
bank dari Islamabad 
dan Rawalpindi 
Credit term 
memiliki dampak 
positif yang 
signifikan terhadap 
performa pinjaman, 
client appraisal juga 
memiliki dampak 
posifif secara 
signifikan terhadap 
performa pinjaman. 
Sedangkan client 
appraisal dan credit 
risk control 
menunjukkan 
penilaian positif 
tetapi tidak terlalu 
signifikan. 
Perlu 
ditambahkan 
variabel tentang 
pengaruh dari 
manajemen 
kredit pada 
performa 
pinjaman dan 
menambah 
banyak sampel 
dalam 
pembiayaan 
mikro bank  
Praktek 
manajemen 
risiko dan 
perusahaan 
yang 
berukuran 
kecil ke 
menengah 
(Small to 
Zoghi (2017), 
Metode wawancara, 
Sampel 200 
responden dari 
perusahaan yang 
telah dipilih dengan 
mengambil data dari 
dewan perdagangan 
Turki 
Di sektor modal 
barang 22,0% 
responden 
melaporkan bahwa 
tidak adanya sistem 
risiko yang diamati, 
sedangkan 14,6% 
melaporkan bahwa 
menggunakan teknik 
Perlu 
ditambahkannya 
sampel 
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Medium- Size 
Enterprises 
(SMEs)) 
manajemen risiko 
dalam 
perusahaannya. 
Perdagangan/ sektor 
logistik/ 
Consulting/Pelatihan 
dan Konstruksi 
(45,3%, 32,3% dan 
28,8%) melaporkan 
tidak ada kewajiban 
untuk risiko 
manajemen juga.   
Efektif 
Manajemen 
Risiko 
(Pemahaman 
Risiko dan 
Pemahaman 
Risiko, 
Identifikasi 
Risiko, 
Penilaian 
Risiko dan 
Analisis, 
Mengamati 
Risiko, 
Praktek 
Manajemen 
Risiko dan 
Efek Positif 
dari 
Manajemen 
Risiko)  dan 
Mikro Small 
to Medium 
Enterprices 
(SMEs) 
Siregar dan Wiryono 
(2015), Metode 
Wawancara, Sampel 
yang digunakan 
adalah perusahaan 
yang memakai 
efektif manajemen 
risiko dan yang tidak 
memakai efektif 
manajemen risiko di 
Indonesia.  
Analisis data 
menemukan bahwa 
SMEs di Indonesia 
memiliki cukup 
pengetahuan dari 
pemahaman risiko 
dan manajemen 
risiko, penilaian 
risiko dan analisis,  
pengawasan risiko 
dan efek positif dari 
praktek manajemen 
risiko. Walaupun 
begitu, SMEs masih 
kekurangan dalam 
mengidentifikasi 
risiko dan praktek 
manajemen risiko, 
khususnya 
komprehensif dan 
sistem pendekatan 
dalam teori 
identifikasi risiko 
dan teori 
pengetahuan 
manajemen di dalam 
prakteknya.  
Perlu 
ditambahkannya 
sampel pada 
perusahaan yang 
lebih besar 
Masalah 
Manajemen 
Risiko  
Andryushchenko, 
Savina, Stepanov, 
Zaritova dan 
Tanatova (2015), 
Metode Wawancara, 
Sampel rata-rata 
pengurus pembisnis 
Kebijakan negara di 
bidang pembiayaan 
dan pinjaman untuk 
usaha kecil ke 
menengah serta 
populasi 
berpenghasilan 
Perlu 
ditambahkan 
variabel lain 
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kecil rendah, tidak adanya 
metode efektif 
dalam pembayaran 
dari debitur. Krisis 
dan masalah pribadi 
dari peminjam yang 
harus 
dipertimbangkan 
dan diselesaikan 
secara individual. 
Kemampuan untuk 
dapat mengakses 
informasi dari 
peminjam baru 
sebagai salah satu 
cara meyakinkan 
pemberi pinjaman. 
kebutuhan akan 
informasi yang tepat 
waktu untuk 
memberikan dan 
pendampingan yang 
efektif dari 
portofolio pinjaman 
sebagai cara untuk 
berurusan dengan 
kredit macet. 
Manajemen 
Risiko  
Susilo dan Hakim 
(2012), Metode 
Wawancara, Sampel 
Pengurus BMT Al-
Ikhlas dan BPRSM 
(BPRS terbesar di 
Yogyakarta) 
Organisasi 
pembiayaan di BMT 
belum berjalan baik 
di tingkat 
pengawasan oleh 
dewan pengawas 
manajemen maupun 
dewan pengawas 
syariah, pengurus 
merangkap jabatan 
direktur dan 
manajemen. 
Sedangkan dalam 
BPRSM elah 
berjalan dengan baik 
mulai dari tingkat 
komisaris hingga 
karyawan.  
Pada BMT untuk 
meniru 
manajemen 
risiko pada 
standar pilar 
Basel II, 
melakukan 
sistem rotasi 
karyawan. 
Sedangkan 
BPRSM perlu 
dibentuk komite 
kebijakan 
pembiayaan, 
memperkuat 
sistem 
monitoring.  
Manajemen Romdhoni (2016), BMT Salaam dan Perlu penelitian 
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Risiko Metode Wawancara, 
Sampel Pengelola 
BMT Salaam dan 
KJKS Surya Madani 
KJKS Surya Madani 
dalam menyalurkan 
pembiayaan 
mudharabah 
memiliki sistem dan 
prosedur dan 
manajemen 
tersendiri untuk 
memperkecil 
kerugian mulai dari 
awal, setelah akad 
terjadi sampai pada 
realisasi dana.  
dengan topik 
yang sama tetapi 
akad pembiayaan 
yang berbeda.   
Manajemen 
Risiko Produk 
Pembiayaan  
Yulianti, Bustami, 
Atiqoh dan Anjellah 
(2018), Metode 
Wawancara, Sampel 
Pegawai BMT Surya 
Umbulharjo dan 
KJKS BMT Usaha 
Artha Sejahtera 
(UAS)  
Dalam BMT Surya 
Umbulharjo, 
identifikasi risiko 
pembiayaan 
murabahah sebagai 
langkah pertama 
dalam manajemen 
risiko. Sedangkan 
dalam KJKS BMT 
Usaha Artha 
Sejahtera dilakukan 
saat awal 
permohonan 
pembiayaan oleh 
calon anggota dan 
saat melakukan 
survei. Proses 
evaluasi dalam BMT 
Surya Umbulharjo 
sebagai dasar tolak 
ukur untuk 
memahami dari 
akibat yang timbul, 
adapun proses 
evaluasi untuk 
mengontrol. Proses 
ini dilakukan secara 
berkala. Sedangkan 
di BMT UAS 
dilakukan dengan 
menggunakan 
sistem manajemen 
informasi yang 
Perlu adanya 
pergantian  
sampel yang 
berbeda 
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terintegrasi. 
Pengelolaan risiko 
pada BMT Surya 
Umbulharjo 
dilakukan dengan 
beberapa cara 
seperti 
pendampingan, 
pemberian modal 
kembali, 
perpanjangan waktu, 
pengembalian 
pokok, pemberian 
peringatan, sita 
jaminan, pencarian 
nasabah dan hapus 
buku. Sedangkan 
KJKS UAS 
pengelolaan risiko 
pembiayaan yang 
sudah terjadi 
dilakukan dengan 
cara memberikan 
penjelasan tentang 
cara pembiayaan, 
kelonggaran waktu 
pengembalian, 
membayar pokok 
saja dan penyitaan 
jaminan   
Manajemen 
Risiko 
Likuiditas 
Susilo dan Septiarini 
(2015), Metode 
Wawancara, Sampel 
Pegawai BMT ABC 
Jawa Timur 
Identifikasi risiko 
BMT ABC Jawa 
Timur masih 
berpedoman pada 
data historis dan 
didapatkan pada 
siklus tahunan yang 
ada. Risiko likuidas 
dari BMT tersebut 
berada pada kuadran 
3 dimana 
frekuensinya kecil. 
Dalam mitigasi 
risiko memberikan 
perhatian lebih 
kepada langkah-
Difokuskan pada 
cara-cara yang 
ditempuh BMT 
dalam 
mengoptimalkan 
para anggotanya 
untuk 
menyelamatkan 
BMT dari risiko 
likuiditas. 
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langkah preverentif. 
Untuk melakukan 
pengawasan dan 
pengendalian risiko 
likuiditas 
diadakannya rapat 
rutin dengan seluruh 
jajarannya 
Manajemen 
Risiko 
Pembiayaan 
Murabahah  
Wibowo (2015), 
Metode Wawancara, 
Sampel Pengurus 
dan Pengelola BMT 
Amanah Ummah 
BMT Amanah 
Ummah belum 
melakukan 
manajemen risiko 
dengan baik karena 
belum 
mendokumentasikan 
manajemen risiko.  
Perlu dicari 
sampel yang 
berbeda 
Manajemen 
Risiko 
Pembiayaan 
Bermasalah 
Jureid (2017), 
Metode Wawancara, 
Sampel Pengurus 
Bank Muamalat 
Cabang Pembantu 
Penyabungan 
Penanganan 
pembiayaan 
bermasalah pada 
Bank Muamalat 
Cabang Pembantu 
Penyabungan 
dengan cara 
melakukan 
penagihan secara 
intensif, peneguran 
kepada nasabah 
apabila tidak 
memenuhi 
kewajiban, 
melakukan 
revitalisasi terhadap 
pembiayaan seperti, 
rescheduling, 
reconditioning, dan 
restructuring 
apabila itu masih 
dapat dinormalkan.  
Perlu dicari 
sampel atau 
variabel yang 
berbada. 
Manajemen 
Risiko 
Pembiayaan 
Musyarakah 
Nisak (2014), 
Metode Wawancara, 
Sampel Pengurus 
Baitul Qiradh Bina 
Insan Mandiri (BQ 
BIMA) 
Pada Baitul Qiradh 
Bina Insan Mandiri 
(BQ BIMA) bentuk 
risiko yang sering 
terjadi adalah risiko 
karakter buruk 
mudharib (character 
risk) dan (Business 
Perlu dicari lagi 
variabel 
pengganti pada 
tema 
pembiayaan 
musyarakah  
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risk) risiko bisnis 
yang dibiayai. 
Kedua bentuk risiko 
ini terjadi pada 
nasabah pembiayaan 
musyarakah, 
sehingga 
menyebabkan 
kerugian apabila 
nasabah tidak 
mampu membayar 
cicilan sesuai 
kesepakatan jatuh 
tempo. 
Manajemen 
Risiko dalam 
Operasional 
Pembiayaan 
Murabahah 
Zulfa (2014), 
Metode Wawancara, 
Sampel Pengurus 
BMT Amanah 
Kudus 
Penerapan 
manajemen risiko di 
BMT tersebut sudah 
baik mulai dari 
identifikasi hingga 
pengendalian risiko. 
Dan BMT tersebut 
dalam pemberian 
pembiayaan 
memperhatikan 
adanya 5C, yaitu 
character, capital, 
capacity, collateral 
dan condition.  
Perlu dicari lagi 
variabel 
pengganti pada 
tema 
pembiayaan 
murabahah 
Manajemen 
Risiko 
Pembiayaan 
Natural 
Uncertainty 
Contract 
(NUC) 
Hajar (2017), 
Metode Wawancara, 
Sampel Pengurus 
Bank Syariah 
Mandiri Kantor Area 
Malang 
Terdapat 11 tahap 
yang di kembangkan 
BSM kantor area 
Malang dalam 
pembiayaan Natural 
Uncertainly 
Contracts (NUC); 
yaitu permohonan 
pembiayaan, 
pengumpulan data 
dan investigasi, 
analisa pembiayaan, 
review, persetujuan, 
pengumpulan data 
tambahan, 
verifikasi, 
pengikatan, 
pencairan, 
Perlu dicari 
variabel lain 
selain 
manajemen 
risiko 
pembiayaan 
Natural 
Uncertainly 
Contracts (NUC) 
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monitoring dan 
mitigasi. Pihak BSM 
juga 
memaksimalkan 
tahapan 5C untuk 
menekan risiko 
pembiayaan  
Manajemen 
Risiko 
Pembiayaan 
Mudharabah  
Ubaidillah (2018), 
Metode Wawancara, 
Sampel Pengurus 
BMT Sidogiri 
Cabang Bondowoso 
Analisis pembiayaan 
pada BMT Sidogiri 
Cabang Bondowoso 
dengan cara 5C, 
yaitu character yang 
dapat dilihat di BI 
Checking dan 
mengumpulkan 
informasi pada 
pihak lain, capital 
yang dilakukan 
dengan cara laporan 
keuangan calon 
nasabah dan uang 
muka. Capacity 
yang dilakukan 
dengan cara melihat 
laporan keuangan 
seperti slip gaji, 
collateral yang 
berarti jaminan dan 
condition of 
economy yang dapat 
dilihat dari 
keberadaan 
ekonomi. 
Perlu dicari 
variabel lain 
selain 
manajemen 
risiko 
pembiayaan 
mudharabah 
Manajemen 
Risiko Gadai 
Emas 
Aji dan Nafik 
(2017), Metode 
Wawancara, Sampel 
Pengurus BMT 
Usaha Gabungan 
Terpadu Sidogiri 
Cabang Klampis 
Bangkalan Madura 
BMT UGT Sidogiri 
cabang Klampis 
Bangkalan Madura 
meminimalisir gadai 
emas bermasalah 
dengan tidak selalu 
menggunakan 
pendekatan 
keuangan melainkan 
pendekatan 
kekeluargaan. 
Produk gadai emas 
ini sudah 
Perlu 
ditambahkannya 
subyek 
penelitian  
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melaksanakan 
manajemen risiko 
dengan baik karena 
telah menyusun 
risiko apa saja yang 
akan ditimbulkan. 
Dalam menghadapi 
kredit macet, BMT 
tersebut tidak 
langsung lelang 
barang melainkan 
melakukan 
perundingan kepada 
anggota terlebih 
dahulu secara 
kekeluargaan  
 
Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Malik (2015 : 574) tentang 
Manajemen Risiko Kredit dan Performa Pinjaman : Studi Empiris Investigasi 
Pada Bank Pembiayaan Mikro di Pakistan menyatakan bahwa credit term 
memiliki dampak positif yang signifikan terhadap performa pinjaman, client 
appraisal juga memiliki dampak positif secara signifikan terhadap performa 
pinjaman. Sedangkan client appraisal dan credit risk control menunjukkan 
penilaian positif tetapi tidak terlalu signifikan (Ahmed & Malik, 2015 : 574). 
Penelitian yang dilakukan oleh Zoghi (2017 : 123) tentang Praktek 
Manajemen Risiko dan SMEs : Sebuah Studi Empris di Turki menyatakan 
bahwa di sektor modal barang 22,0% responden melaporkan bahwa tidak 
adanya sistem risiko yang diamati, sedangkan 14,6% melaporkan bahwa 
menggunakan teknik manajemen risiko dalam perusahaannya. Perdagangan/ 
sektor logistik/Consulting/Pelatihan dan konstruksi (45,3%, 32,3% dan 28,8%) 
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melaporkan tidak ada kewajiban untuk manajemen risiko juga (Zoghi, 2017 : 
123). 
Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Wiryono (2017 : 178) tentang 
Efektivitas Manajemen Risiko untuk Mikro, Kecil, dan Medium Perusahaan 
(SMEs) di Indonesia menyatakan bahwa analisis data menemukan bahwa 
SMEs di Indonesia memiliki cukup pengetahuan dari pemahaman risiko dan 
manajemen risiko, penilaian risiko dan analisis, pengawasan risiko dan efek 
positif dari praktek manajemen risiko. Walaupun begitu, SMEs masih 
kekurangan dalam mengidentifikasi risiko dan praktek manajemen risiko, 
khususnya komprehensif dan sistem pendekatan dalam teori identifikasi risiko 
dan teori pengetahuan manajemen didalam prakteknya (Siregar & Wiryono, 
2015 : 178).  
Penelitian yang dilakukan oleh Andryushchenko, Savina, Stepanov, 
Zarito dan Tanatova (2015 : 151) tentang Masalah Manajemen Risiko Pada 
Institusi Pembiayaan Mikro menyatakan bahwa kebijakan negara dibidang 
pembiayaan untuk usaha kecil ke menengah serta populasi berpenghasilan 
rendah, tidak adanya metode efektif dalam pembayaran dari debitur. Krisis dan 
masalah pribadi dari peminjam yang harus dipertimbangkan dan diselesaikan 
secara individual.  
Kemampuan untuk dapat mengakses informasi dari peminjam baru 
sebagai salah satu cara meyakinkan pemberi pinjaman. Kebutuhan akan 
informasi yang tepat waktu untuk memberikan pendampingan yang efektif dari 
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portofolio pinjaman sebagai cara untuk berurusan dengan kredit macet 
(Andryushchenko, Savina, Stepanov, Zaritova, & Tanatova, 2015 : 151) 
Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Hakim (2012 : 13) tentang 
Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil Dan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah : Sebuah Studi Perbandingan menyatakan bahwa 
organisasi pembiayaan di BMT  belum berjalan baik di tingkat pengawasan 
oleh dewan pengawas manajemen maupun dewan pengawas syariah. 
Sedangkan dalam BPRSM telah berjalan baik mulai dari tingkat komisaris 
hingga karyawan  (Susilo & Hakim, 2012 : 13). 
Penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni (2016 : 1) tentang Analisis 
Mananjemen Risiko Pada Koperasi Syariah di Kabupaten Boyolali menyatakan 
bahwa BMT Salaam dan KJKS Surya Madani dalam menyalurkan pembiayaan 
mudhrabah memiliki sistem dan prosedur dan manajemen sendiri untuk 
memperkecil kerugian mulai dari awal, setelah akad terjadi sampai pada 
realisasi dana  (Romdhoni, 2016 : 1). 
Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, Bustami, Atiqoh dan Anjellah 
(2018 : 59) tentang Studi Komparasi Penerapan Manajemen Risiko Produk 
Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah menyatakan bahwa dalam 
BMT Surya Umbulharjo, identifikasi risiko pembiayaan murabahah sebagai 
langkah pertama dalam manajemen risiko. Sedangkan dalam KJKS BMT 
Usaha Artha Sejahtera dilakukan saat awal permohonan pembiayaan oleh calon 
anggota dan saat melakukan survei.  
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Proses evaluasi dalam BMT Surya Umbulharjo sebagai dasar tolak ukur 
untuk memahami dari akibat yang timbul, adapun proses evaluasi untuk 
mengontrol. Proses ini dilakukan secara berkala. Sedangkan di BMT UAS 
dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen informasi yang 
terintegrasi.  
Pengelolaan risiko pada BMT Surya Umbulharjo dilakukan dengan beberapa 
cara seperti pendampingan, pemberian modal kembali, perpanjangan waktu, 
pengembalian pokok, pemberian peringatan, sita jaminan, pencarian nasabah 
dan hapus buku. Sedangkan KJKS UAS pengelolaan risiko pembiayaan yang 
sudah terjadi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang cara 
pembiayaan, kelonggaran waktu pengembalian, membayar pokok saja dan 
penyitaan jaminan  (Yulianti, Bustami, Atiqoh, & Anjellah, 2018 : 59). 
Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Septiarini (2015 : 481) tentang 
Manajemen Risiko Likuiditas Pada BMT ABC di Jawa Timur menyatakan 
bahwa identifikasi risiko BMT ABC Jawa Timur masih berpedoman pada data 
historis dan didapatkan pada siklus tahunan yang ada. Risiko likuidas dari 
BMT tersebut berada pada kuadran 3 dimana frekuensinya kecil. Dalam 
mitigasi risiko memberikan perhatian lebih kepada langkah-langkah 
preverentif. Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian risiko likuiditas 
diadakannya rapat rutin dengan seluruh jajarannya  (Susilo & Septiarini, 2015 : 
481). 
Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2015 : 115) tentang Manajemen 
Risiko Pembiayaan Pada BMT Amanah Ummah menyatakan bahwa BMT 
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Amanah Ummah belum melakukan manajemen risiko dengan baik karena 
belum mendokumentasikan manajemen risiko. BMT Amanah Ummah hanya 
membuat suatu job description dan Standard Operational Procedure (SOP) 
untuk setiap pengelola BMT Amanah Ummah sehingga seluruh risiko yang 
teridentifikasi dapat ditangani sesuai dengan job description dan SOP tersebut. 
SOP pembiayaan murabahah masih belum jelas. Hal ini terlihat dengan adanya 
dua macam cara pembiayaan murabahah tanpa akad wakalah (Wibowo, 2015 : 
115). 
Penelitian yang dilakukan oleh Jureid (2017 : 81) tentang Manajemen 
Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk 
Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Penyabungan) 
menyatakan bahwa penanganan pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang 
Pembantu Penyabungan dengan cara melakukan penagihan secara intensif, 
peneguran kepada nasabah apabila tidak memenuhi kewajiban, melakukan 
revitalisasi terhadap pembiayaan seperti, rescheduling, reconditioning, dan 
restructuring apabila itu masih dapat dinormalkan  (Jureid, 2016 : 81).  
Penelitian yang dilakukan oleh Nisak (2014 : 41) tentang Analisis 
Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan 
Mandiri Banda Aceh menyatakan bahwa pada Baitul Qiradh Bina Insan 
Mandiri (BQ BIMA) bentuk risiko yang sering terjadi adalah risiko karakter 
buruk mudharib (character risk) dan (Business risk) risiko bisnis yang dibiayai. 
Kedua bentuk risiko ini terjadi pada nasabah pembiayaan musyarakah, 
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sehingga menyebabkan kerugian apabila nasabah tidak mampu membayar 
cicilan sesuai kesepakatan jatuh tempo (Nisak, 2014 : 41). 
Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa (2014 : 157) tentang Analisis 
Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah Di BMT 
Amanah menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko di BMT tersebut 
sudah baik mulai dari identifikasi hingga pengendalian risiko. Dan BMT 
tersebut dalam pemberian pembiayaan memperhatikan adanya 5C, yaitu 
character, capital, capacity, collateral dan condition (Zulfa, 2014 : 157). 
Penelitian yang dilakukan oleh Hajar (2017 : 116) tentang Analisis 
Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertaity Contracts (NUC) 
menyatakan bahwa terdapat 11 tahap yang di kembangkan BSM kantor area 
Malang dalam pembiayaan Natural Uncertainly Contracts (NUC); yaitu 
permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisa 
pembiayaan, review, persetujuan, pengumpulan data tambahan, verifikasi, 
pengikatan, pencairan, monitoring dan mitigasi. Pihak BSM juga 
memaksimalkan tahapan 5C untuk menekan risiko pembiayaan (Hajar, 2017 : 
116). 
Penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah (2018 : 39) tentang Analisis 
Manajemen Risiko Mudharabah menyatakan bahwa analisis pembiayaan pada 
BMT Sidogiri Cabang Bondowoso dengan cara 5C, yaitu character yang dapat 
dilihat di BI Checking dan mengumpulkan informasi pada pihak lain, capital 
yang dilakukan dengan cara laporan keuangan calon nasabah dan uang muka. 
Capacity yang dilakukan dengan cara melihat laporan keuangan seperti slip 
38 
 
gaji, collateral yang berarti jaminan dan condition of economy yang dapat 
dilihat dari keberadaan ekonomi (Ubaidillah, 2018 : 39). 
 Penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Nafik (2017 : 902) tentang 
Proses Manajemen Risiko Gadai Emas Baitul Maal Wat Tamwil Usaha 
Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura menyatakan 
bahwa BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan Madura meminimalisir 
gadai emas bermasalah dengan tidak selalu menggunakan pendekatan 
keuangan melainkan pendekatan kekeluargaan. Produk gadai emas ini sudah 
melaksanakan manajemen risiko dengan baik karena telah menyusun risiko apa 
saja yang akan ditimbulkan. Dalam menghadapi kredit macet, BMT tersebut 
tidak langsung lelang barang melainkan melakukan perundingan kepada 
anggota terlebih dahulu secara kekeluargaan  (Aji & Nafik, 2017 : 902). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1.   Waktu dan Wilayah Penelitian  
Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini sama seperti 
dalam surat penelitian yang telah ditetapkan yaitu selama 1 bulan. Adapun 
untuk wilayah penelitiannya berada pada BMT Ahmad Dahlan Cawas Klaten 
karena sebagai tempat untuk melakukan penelitian.  
3.2.   Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ini 
lebih kepada mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang 
sebuah fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat 
langsung dalam setting yang diteliti, konstektual dan menyeluruh. Peneliti 
dalam penelitian kualitatif mencoba untuk mengerti makna suatu kejadian atau 
peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/ 
fenomena tersebut (Muri, 2014 : 328).  
3.3.  Data dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, maka data yang akan digunakan oleh peneliti adalah 
sebagai berikut : 
1.   Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 
sumber data kepada pengumpul data. Data primer disini adalah penuturan dari 
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narasumber. Data tersebut dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang 
benar-benar menyaksikan suatu peristiwa tersebut (Faisal, 1982 : 391). 
Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi 
secara langsung dibeberapa tempat yang berbeda dalam menggali informasi 
mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Ahmad Dahlan 
Cawas Klaten. Narasumber yang akan diwawancarai adalah manajer marketing 
dan mitra pembiayaan dari BMT tersebut. Adapun alasan memilih narasumber 
tersebut dikarenakan keduanya terlibat dalam transaksi di BMT tersebut 
sehingga narasumber tersebut mampu menjelaskan tentang penerapan 
manajemen risiko pembiayaan. 
2.   Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan 
kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka 
yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Mengacu pada buku-
buku literatur ataupun jurnal-jurnal mengenai manajemen risiko (Fajar & 
Ahmad, 2010 : 156). 
3.4.   Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan 
berbagai macam jenis data dan memanfaatkan waktu selektif mungkin untuk 
mengumpulkan informasi dilokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :  
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3.4.1. Survei 
Survei merupakan teknik mengumpulkan data yang dapat dilakukan 
dengan dua cara yaitu melalui teknik kuesioner dan wawancara. Dalam survei 
yang dilakukan oleh peneliti, survei yang dilakukan dengan menggunakan 
teknik wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 
suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang 
atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk 
memperoleh informasi atau data sebanyak mungkin dan sejelas mungkin 
kepada subjek peneliti (Gunawan, 2014 : 160-161). 
Survei yang dilakukan peneliti ini sebagai alat untuk memperoleh 
informasi berupa gambaran masalah yang terjadi pada subjek penelitian, dalam 
hal ini adalah BMT Ahmad Dahlan Cawas. Survei ini dapat membantu peneliti 
untuk dapat mengumpulkan data informasi tentang penerapan manajemen 
risiko pembiayaan di BMT tersebut. 
3.4.2. Observasi 
Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti 
langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di 
lokasi penelitian. Observasi pada kegiatan ini meliputi melakukan pencatatan 
secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-
hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan 
(Sarwonto, 2006 : 224). 
Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat dan pemerhati 
kondisi lingkungan dan berbagai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan 
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penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Ahmad Dahlan Cawas. 
Peneliti tidak hanya mengamati, akan tetapi peneliti juga merekam aktivitas 
yang dilakukan oleh anggota dari BMT tersebut. Perekaman nanti berupa 
tulisan/ catatan lapangan dengan menggunakan form.  
3.4.3. Audio dan Visual 
Pada teknik ini, peneliti melakukan perekaman dengan menggunakan 
kamera atau taperecorder untuk merekam hasil wawancara, sehingga peneliti 
tidak hanya terpaku pada tulisan atau catatan. Hasil dari rekaman ini bisa 
dimanfaatkan oleh peneliti untuk melakukan recheck terhadap jawaban-
jawaban atas pertanyaan yang diajukan.  
3.5.   Teknik Analisis Data 
Merujuk pada Bogdan dan Biklen (1982) dalam Muri (2014 :400), 
analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan 
transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material 
lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah 
dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan 
diinformasikan kepada orang lain. 
Salah satu ahli peneliti kualitatif, Miles dan Huberman menegaskan 
bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik 
pengumpulan data, terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh 
karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum dapat 
digunakan. Miles dan Hubarman menawarkan pola analisis data dengan 
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mengikuti model alir, yaitu reduksi data, data displai dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi (Muri, 2014 : 407). 
3.5.1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, 
pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan 
lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan 
berlangsung. Hal ini berarti bahwa reduksi data juga telah dilakukan pada saat 
sebelum pengumpulan data dilapangan, yaitu pada pembuatan/ penyusunan 
proposal, menentukan kerangka konseptual, tempat dan lain sebagainya. 
Reduksi data sampai dengan penyusunan laporan akhir penelitian (Muri, 2014 : 
408). 
Peneliti mengumpulkan informasi serta data-data yang akan dijadikan 
sebagai bahan penelitian terkait dengan karyawan dan anggota BMT Karang. 
Pengumpulan informasi dan data ini akan membantu peneliti dalam 
menentukan pertanyaan serta responden yang akan dijadikan sebagai 
responden wawancara. 
3.5.2. Data Displai 
Kegiatan kedua dari model alir ini adalah data displai, yang berarti 
kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data displai ini akan membantu 
penelitian kualitatif seseorang untuk memahami apa yang terjadi atau 
mengerjakan sesuatu. Bentuk yang paling sering adalah teks naratif dan 
kejadian atau peristiwa dimasa lalu (Muri, 2014 : 409). 
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Pada teknik displai data ini, peneliti memperhatikan kejadian-kejadian 
yang telah terjadi dimasa lalu yang pernah dialami dan juga mencari berita-
berita atau informasi yang terkait dengan manajemen risiko dalam Baitul Maal 
Wat Tamwil (BMT).  
3.5.3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang 
digunakan dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman peneliti 
dalam penelitian kualitatif, akan memberikan warna pada kesimpulan 
penelitian. Hal ini dikarenakan analisis data model interaktif yang 
menempatkan peneliti sebagai titik sentral. Reduksi data, displai data dan 
penarikan kesimpulan harus dimulai sejak awal. Inisiatif berada ditangan 
peneliti, tahap demi tahap kesimpulan dimulai sejak awal (Muri, 2014 : 409). 
Pada penarikan kesimpulan/verifikasi ini, peneliti melakukan generalisasi 
hasil temuan yang sudah didapat oleh peneliti ketika melakukan penelitian. 
Kemudian dibantu dengan teknik reduksi dan displai data , peneliti menarik 
kesimpulan dari hasil temuan ketika melakukan penelitian. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN  
4.1.   Gambaran Umum 
4.1.1. Sejarah Singkat BMT Ahmad Dahlan 
Awal berdirinya BMT Ahmad Dahlan dipelopori oleh para aktivis muda 
Cawas dengan dukungan dan fasilitas dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
(PCM) Cawas. BMT Ahmad Dahlan ini berdiri pada tanggal 1 Juli 1997 
dengan modal awal Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah). Modal 
tersebut juga digunakan untuk melakukan pelatihan (kursus) kelembagaan 
BMT. Mengingat aktivis muda pelopor BMT tersebut bukan berasal dari 
sarjana ekonomi syariah. BMT Ahmad Dahlan dalam pelatihannya 
bekerjasama dengan BMT Rejeki Mulia di Yogyakarta. 
Diawal berdirinya BMT, BMT Ahmad Dahlan memiliki tujuan 
memasyarakatkan ekonomi syariah. Adapun tempat BMT Ahmad Dahlan 
diawal berada di lembaga Muhammadiyah. Alasan diberi nama BMT Ahmad 
Dahlan karena  untuk menarik minat masyarakat yang mayoritas di Cawas 
adalah orang-orang Muhammadiyah. BMT Ahmad Dahlan ini bukan milik dari 
Yayasan Lembaga Muhammadiyah melainkan milik dari anggota 
Muhammadiyah.  
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4.1.2. Visi dan Misi BMT Ahmad Dahlan 
1. Visi BMT Ahmad Dahlan 
Mewujudkan BMT sebagai koperasi yang sehat yang mendorong 
terwujudnya masyarakat yang produktif, sejahtera dan diberkahi Allah SWT.  
2. Misi BMT Ahmad Dahlan 
a. Membangun dan mengembangkan ekonomi syariah 
b. Membangun struktur usaha BMT sehat dan kuat 
c. Membangun kepedulian yang tinggi dari masyarakat atas keadaan 
sesama  
d. Meningkatkan produktifitas ekonomi dan menyejahterakannya 
Untuk mewujudkan visi misi agar tercapai, maka BMT Ahmad Dahlan 
perlu adanya pengontrolan untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Agar dapat 
bertahan lama di industri keuangan. Dengan begitu perlu adanya visi misi yang 
bertujuan untuk menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, 
sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Jadi, dari waktu ke waktu 
kemampuan orang-orang dalam unit manajemen risiko perlu ditingkatkan. 
”Ini tugasnya tentang koperasi-koperasi yang sehat, itukan diantara kita 
ketentuan-ketentuan koperasi yang sudah ada standar-standarnya, 
misalnya modal, itukan kita harus 30% dari aset atau lebih itu juga 
gapapa. Kita hanya menyehatkan dari koperasi itu dengan syarat modal 
itu dengan aset 30%.” (wawancara pada tanggal 22 Juli 2019 di BMT 
Ahmad Dahlan). 
 
Dalam visinya, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa hubungannya 
dengan manajemen risiko adalah dengan memiliki aturan dalam pembiayaan 
modal itu minimal 30% dari aset. Dengan persentase kecil, diharapkan dalam 
perputaran uangnya mudah. Karena jika nanti persentase cukup besar, 
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memungkinkan perputaran uangnya sulit. Disamping itu juga, untuk 
mengimbangi apabila ada pengambilan dana dari anggota pendanaan sewaktu-
waktu.   
Sedangkan untuk manajemen syariah dalam misinya, penjelasannya 
sebagai berikut : 
a. Membangun dan mengembangkan ekonomi syariah 
Kesyariahan dalam BMT Ahmad Dahlan harus jelas, sesuai dengan 
dasar hukum yang dipakai dalam lembaga keuangan syariah baik 
secara agama maupun hukum. Dengan begitu, maka segala tindakan 
dari BMT dari dipertanggungjawabkan. 
“Kita harus berjalan misalnya di murabahah, di murabahah itu 
seharusnya disyariahnya itu ada barang, itu dijual. Tapikan di BMT 
itukan belum, artinya apa? kita pake akad wakalah... Jadi misalnya, 
yang mereka mengajukan kesini itu sudah punya barang yang ingin 
dibeli itu, ya sudah kita memberikan kuasa, kuasa itu namanya 
wakalah” (wawancara pada tanggal 22 Juli 2019 di BMT Ahmad 
Dahlan). 
 
Hal ini merupakan apabila belum dapat mewujudkan tapi semaksimal 
mungkin untuk mencapai syariah yang ingin dicapai. Misalnya saja 
dalam akad murabahah, diharapkan pihak BMT telah memiliki barang 
yang diinginkan oleh anggota pembiayaan tapi itu tidak mungkin. 
Untuk itu akad murabahah ini dibarengi dengan akad wakalah 
(memberikan kuasa) untuk membeli barang yang diinginkan oleh 
anggota pembiayaan.  
b. Membangun struktur usaha BMT sehat dan kuat 
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Struktur dalam BMT Ahmad Dahlan merupakan anggota, pengurus 
dan karyawan. Diharapkan ketiga struktur itu kuat untuk membangun 
BMT yang sehat dan kuat dengan aturan-aturan yang sesuai dengan 
hukum dan agama.  
“Penasehat itu nanti ada beberapa penasehat, penasehat akuntansi, 
penasehat syariah, itu harus ada, itu yang apa namanya, usaha yang 
sehat dan kuat itu namanya struktur. Terus itu yang nanti 
hubungannnya dengan struktur kita harus koperasi itu yang pertama, 
kekuatan yang pertama itu anggota, anggota nanti menunjuk 
pengurus... Dan terus kalau didalam manajemennya di SOM, itukan 
ada aturan-aturan yang namanya SOP” (wawancara pada tanggal 22 
Juli 2019 di BMT Ahmad Dahlan). 
 
Dalam BMT, anggota nanti dapat menunjuk pengurus yang akan 
mengurus masalah didalam BMT dengan dibantu penasehat. 
Penasehat ini ada 2 yaitu, penasehat akuntansi dan syariah yang nanti 
juga akan membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam 
manajemen BMT. Misalnya saja, BPKB yang dapat digunakan untuk 
pengajuan pembiayaan minimal tahun 2004. Maka untuk 2004 
kebawah tidak diperbolehkan untuk diterima, karena mungkin akan 
menimbulkan risiko jika terjadi kasus.  
c. Membangun kepedulian yang tinggi dari masyarakat atas keadaan 
sesama 
Kepedulian yang dimaksud adalah membantu masyarakat yang 
membutuhkan lewat baitul maal. Seperti yang diketahui bahwa BMT 
kepanjangan dari baitul maal dan bait at-tamwil, baitul maal 
merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan 
tanpa tujuan profit. Sedangkan bait at tamwil merupakan lembaga 
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pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan dengan orientasi profit 
dan komersil.  
“Adanya baitul maal itu, walaupun itu juga ngurusi masalah dana 
infaq, dana shadaqah itu juga harus punya program kepedulian... Dan 
dari baitul maal ini juga, posisinya seperti tamwil juga, ya ada 
programnya, RAPB, jadi semuanya terstruktur... Ini baitul maal ini 
walaupun ngurusi masalah infaq tapi sudah terkontrol secara rinci dan 
itu sudah ada manajemennya sendiri, karyawannya sendiri” 
(wawancara pada tanggal 22 Juli 2019 di BMT Ahmad Dahlan). 
 
Meskipun memiliki kantor yang sama, dalam kepengurusannya antara 
baitul maal dan bait at tamwil di BMT Ahmad Dahlan berbeda baik 
karyawan dan manajemennya. Dan meskipun hanya mengurusi 
masalah infaq dan shadaqah tapi di BMT Ahmad Dahlan juga harus 
membuat RAPB (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Beban), agar 
dalam penyaluran dananya dapat terstruktur dengan baik.  
d. Meningkatkan produktifitas ekonomi dan mensejahterakannya 
Meningkatkan produktifitas ini hubungannya dengan penyaluran dana 
untuk produk pembiayaan. Agar dalam pembiayaannya tidak 
menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Maka pihak BMT harus 
berhati-hati dalam melakukan penerimaan pengajuan pembiayaan ini 
baik untuk pertama kali pengajuan maupun pengajuan pembiayaan 
kembali.  
“Tapikan kalau dalam peningkatan produktifitas masyarakat ini, ya 
kalau dia disurvei, dianalisa misalnya kredit pisanan itu mereka beli 
truk satu, meraka pinjam kemudian lunas. Terus mereka pinjam lagi, 
truk lagi, nanti ditanyakan “kok itu truk, kalian sudah punya kok beli 
lagi?”, oh yang satu itu untuk angkut-angkut barang ke 
Surabaya...Nah jadi truk yang kedua itu harus ditanyakan 
produktifitasnya untuk apa, oh nanti digunakan untuk misalnya 
angkut-angkut ke Bandung. Lha nanti ada crosscheck, jangan sampai 
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kita hanya percaya pada omongan mereka, apakah betul kalau kita 
membiayai beli truk lagi itu mereka bisa memakai untuk 
meningkatkan produktifitas masyarakat” (wawancara pada tanggal 22 
Juli 2019 di BMT Ahmad Dahlan).  
 
Sebagai contohnya saja seseorang yang ingin mengajukan pembiayaan 
kembali untuk meningkatkan produktifitas usaha. Meskipun anggota 
tersebut dalam pembiayaan pertamanya lancar tetapi dalam pengajuan 
kembali tetap harus di check kembali tentang kebenaran dari alasan 
tersebut. Agar tidak menimbulkan kemacetan ditengah jalan yang 
berdampak pada kemunculan risiko.   
4.2. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan  
Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui penyaluran pembiayaan 
adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah 
bagaimana kegiatan tersebut mengandung risiko seminimal mungkin. Risiko 
tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan manajemen risiko secara baik. 
Manajemen risiko pembiayaan mengandung pengertian sebagai cara 
yang ditempuh dalam rangka menekan terjadinya risiko pembiayaan. Dalam 
penerapan manajemen risiko pembiayaan BMT Ahmad Dahlan melakukan : 
4.2.1. Identifikasi Risiko 
Dalam identifikasi risiko pembiayaan terdapat proses penilaian 
pembiayaan. Proses ini digunakan oleh pihak lembaga keuangan untuk 
keyakinan tentang nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan 
pelayaanan. Salah satu prinsip pembiayaan oleh pihak bank untuk menganalisis 
nasabahnya adalah penilaian dengan prinsip 5C (character, capacity, capital, 
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collateral, dan condition) yang sebagian besar didapatkan dari hasil survei 
(Kasmir, 2012 : 101-102).   
Langkah pertama yang dilakukan oleh BMT Ahmad Dahlan dalam 
manajemen risiko pembiayaannya adalah identifikasi risiko. Identifikasi 
dilakukan untuk mengetahui risiko yang timbul dalam pembiayaan yang 
dikeluarkan oleh BMT Ahmad Dahlan. Pada saat calon anggota mengajukan 
pembiayaan, BMT Ahmad Dahlan mensyaratkan membawa kartu identitas dan 
juga jaminan. Kemudian pihak BMT melakukan pengecekan sesuai dengan 
identitas calon anggota dengan nama yang tercantum di jaminan tersebut.  
“ Kita bertanya itu ya disurvei, jadi kalau yang survei itu terutama neg 
mau survei pembiayaan. Sekarang yang mau disurvei itu apa? karakter 
atau jaminan. Nah kalau jaminan nanti itu berbeda lagi, jaminan nanti 
misalnya misalkan jaminan tanah. Tanah itu pertama lingkungan, 
jalannya bagaimana didepannya? Didepannya aspal, tanah biasa atau 
beton? Luas jalan itu pengaruh” (wawancara pada tanggal 01 Juli 2019 di 
BMT Ahmad Dahlan). 
 
Setelah melewati proses administrasi pengajuan pembiayaan, selanjutnya 
BMT Ahmad Dahlan melakukan survei ke calon anggota tersebut. Adapun 
mekanisme survei dilakukan langsung dan tidak langsung. Survei langsung 
yakni pihak BMT mendatangi langsung calon anggota, dengan melakukan 
analisis usahanya yang terdiri dari beberapa aspek diantaranya adalah aspek 
manajemen, aspek jaminan dan aspek usaha. Contohnya saja apabila jaminan 
yang dipakai adalah sertifikat tanah, maka pihak BMT harus mengetahui letak 
tanah agar dapat mengetahui nilai harga tanah.  
“Dulu itu yang disurvei BMT, koyo rumah, usaha karo barang bukti 
usahane. Nah engko ki barang bukti usaha difoto, katane dinggo bukti 
usahane anggota. Karo bukti jaminan sing digunakke dinggo utang kuwi 
yo difoto. Sing ditekok’e ki tentang penghasilan tiap bulan piro? 
52 
 
Termasuk penghasilan suami ki piro. Nah kan kulo usahane keset, 
makane sing ditekoni ki regane keset sak kodi piro? Hasil’e ki engko 
piro. Yo seputar usahane awakdewe.” (Wawancara pada tanggal 16 
Agustus 2019 di rumah Bu Sri Mulyani). 
 
Menurut informan yang selaku anggota pembiayaan, yang disurvei 
adalah rumah, usaha dari calon anggota. Adapun pertanyaannya mengenai 
penghasilan tiap bulan dan juga biaya produksi dari usaha calon anggota 
pembiayaan. Yang nanti difoto sebagai barang bukti untuk pertimbangan 
persetujuan pembiayaan. Dalam pertimbangan persetujuannya, pihak BMT 
Ahmad Dahlan juga memfoto barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu 
motor yang BPKB-nya telah dijadikan jaminan ke BMT. 
“Saya survei perusahaan genting, perusahaan genting itu tak analisa 
sampai beli tanah dari beli tanah itu pake kol. Satu kol berapa?... 
Habisnya berapa? Setelah genting nanti jadi.. penjualnya berapa? Saya 
punya itu. Nah, itu saya masukkan data, nanti sewaktu-waktu ada 
perusahaan genting mereka mengajukan. Kok omongane ra podo? Ooh 
nanti berarti kita itu “wah lha kok pinter aku malahan” sehingga seorang 
marketing harus seperti itu. Lha ini untuk mengantisipasi supaya tidak 
terjadi kredit bermasalah” (wawancara tanggal 01 Juli 2019 di BMT 
Ahmad Dahlan). 
 
BMT Ahmad Dahlan juga melakukan identifikasi dengan cara 
mewawancarai pengusaha lain yang memiliki usaha yang sama dengan calon 
anggota pembiayaan. Hal ini dilakukan sebagai pembanding dan untuk 
mengetahui kejujuran dari calon anggota. Dikarenakan mungkin saja calon 
anggota melakukan kebohongan dalam biaya-biaya yang akan dikeluarkan 
untuk usaha yang dijalani, padahal harga pasaran dalam pengeluaran itu tidak 
seperti yang dijelaskan oleh calon anggota pembiayaan. 
Tahap identifikasi risiko ini melakukan tindakan berupa mengidentifikasi 
setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan. Untuk itu, BMT Ahmad Dahlan 
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melakukan identifikasi dengan membawa langsung KTP Asli saat pengajuan 
pembiayaan dan juga melakukan survei kepada calon anggota. Disamping itu 
juga, melakukan wawancara kepada pihak lain yang memiliki usaha yang sama 
dengan calon pembiayaan untuk mengetahui biaya-biaya produksi hingga 
distribusi dari usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan. 
4.2.2. Pengukuran Risiko 
Tahap selanjutnya adalah evaluasi dan pengukuran risiko, sistem 
pengukuran risiko pembiayaan mempertimbangkan : 
1. Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan anggota, 
serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan 
2. Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang 
terjadi di pasar 
3. Aspek jaminan atau agunan 
4. Potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan pada 
pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan secara intern  
Setiap pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara 
berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian 
asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data serta prosedur yang digunakan 
untuk mengukur (Ismail, 2010 : 161).  
“Mengukur harga tanah, walaupun harga tanah itu sudah di NJOP. NJOP 
itu kartu sing dinggo pajak, itu udah ada prediksi harga tanah. Ning saiki 
harga tanah itu ora isoh kanggo patokan... mesti buka internet, iki 
alamatte ngendi, iki di klik nanti wis muncul lingkunganne apa? oh 
lingkunganne terminal, lingkungane pasar. Neng NJOP regane 60 juta, ra 
mungkin! Iki diatas 100 juta. Lha nanti mulo duwe omah ki kita harus 
bisa main dengan notaris” (wawancara pada tanggal 01 Juli 2019 di BMT 
Ahmad Dahlan). 
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Sebagai contoh dalam aspek jaminan, pihak BMT Ahmad Dahlan harus 
melihat letak tanah dan harganya terlebih dahulu untuk menentukan 
persetujuan penerimaan dari pengajuan pembiayaan tersebut. Misalnya saja 
letak lingkungannya di keramaian, maka otomatis harga dari bangunan nanti 
tinggi dan  mungkin pinjaman akan disetujui. 
“Kalau disini standar macet total itu mungkin kalau disini ada NPF. Yang 
internal ada dan yang eksternal ada. Yang eksternal itu kalau disini 
laporan pada pengurus, itu standarnya 3 bulan berturut-turut tidak 
ngangsur itu sudah macet NPF yang eksternal... Lembaga keuangan 
kalau didalamnya sudah tidak sama-sama tahu nanti juga akan khawatir 
menjadi bertentangan. Nanti bertentangan kalau orang luar itu tahu maka 
akan menjadi rush. Yang paling bahaya itu, nanti kalau semua 
mengambil tabungan. Kan tabungan kebanyakan kan kita lempar” 
(wawancara pada tanggal 01 Juli 2019). 
 
Selain sistem pengukuran yang telah disebutkan, BMT Ahmad Dahlan 
melakukan pengukuran NPF eksternal untuk mengetahui kolektabilitas anggota 
pembiayaan. NPF ekternal itu berbeda dengan NPF internal, untuk NPF 
internal 9 bulan tidak mengangsur termasuk golongan kredit macet. Sedangkan 
NPF eksternal, apabila 3 bulan berturut-turut tidak mengangsur berarti 
tergolong kredit macet. BMT menggunakan NPF ekternal dikarenakan 
pengurus BMT sudah merasa khawatir dengan tidak mengangsur selama 3 
bulan berturut-turut. 
Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko 
dari lembaga keuangan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Maka 
dari itu, pihak BMT Ahmad Dahlan di Cawas melakukan pengukuran risiko 
dengan NPF eksternal, agar pengendalian dan penanganan cepat dilakukan. 
Terlebih lagi aturan pusat dari manajemen risiko dalam BMT belum sempurna. 
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Untuk itu, pihak BMT memiliki inisiatif untuk memakai NPF eksternal dalam 
pengukuran risikonya. 
4.2.3. Pemantauan Risiko 
Pada tahap ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuan risiko 
yang terdapat pada keinginan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses 
manajemen risiko (Karim, 2010 : 260). 
BMT Ahmad Dahlan mengembangkan dan menerapkan sistem informasi 
dan prosedur untuk memantau kondisi anggota pembiayaannya. Sistem 
pemantauannya sebagai berikut : 
1. Memastikan bahwa BMT mengetahui kondisi keuangan terakhir dari  
  anggota 
2. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan 
3. Menilai kecukupan dibandingkan dengan kewajiban anggota 
4. Mengidentifikasikan ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasi 
pembiayaan bermasalah secara tepat waktu 
“Dalam pemantauannya, ditanggal muda itu mencatat dari anggota 
pembiayaan yang bulan sebelumnya belum masuk. Jadi, misalnya 
tanggal 1 kan tanggal 1 itu bingung nah itu tugasnya mencatat anggota 
pembiayaan yang kemarin tidak masuk... Terus, seandainya prediksi itu 
sudah masuk ke saya, itu adalah cara saya memantau marketing” 
(wawancara pada 01 Juli 2019 di BMT Ahmad Dahlan). 
 
Marketing BMT Ahmad Dahlan melakukan pemantauan ini setiap bulan. 
Dengan cara ditanggal muda marketing mencatat anggota pembiayaan yang 
belum masuk atau belum mengangsur di bulan kemarin dan membuat prediksi 
dana yang akan diterima oleh marketing pada bulan ini, sedangkan 
dipertengahan bulan digunakan untuk menagih atau mengingatkan anggota 
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pembiayaan dalam membayar kewajibannya. Dan ditanggal tua digunakan 
untuk melihat prediksi tersebut sesuai atau tidak dengan realitanya.  
Pemantauan risiko ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran 
risiko yang terdapat pada keinginan usaha lembaga keuangan serta pada 
kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Maka dari itu dalam BMT Ahmad 
Dahlan, marketing diawal bulan melakukan pencatatan siapa saja yang tidak 
membayar angsuran pembiayaan agar dapat ditangani dan membuat prediksi 
pendapatan yang akan diterima oleh marketing dalam pembiayaan selama satu 
bulan.  
Dengan begitu, pada akhir bulan marketing akan melihat apakah prediksi 
dan realita pendapatan yang diterima sama atau tidak. Apabila tidak sama maka 
dicari alasannya, kemudian dilaporkan ke manager marketing di BMT Ahmad 
Dahlan.  
4.2.4. Pengendalian Risiko  
Tahap selanjutnya adalah pengendalian risiko dengan cara melaporkan 
setiap penyimpangan yang terjadi dengan tepat waktu untuk keperluan 
tindakan perbaikan agar penyimpangan yang terjadi dapat dikendalikan sedini 
mungkin. Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola 
risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank (Karim 
2010 : 260). 
”Sebagai manager, saya itu selalu menyediakan lembar-lembar bekerja. 
Pertama, lembar kerja harian... Kedua, lembar progress penanganan 
anggota bermasalah, untuk mengatasi “piye to carane aku 
mengantisipasi?” neg secara global NPF dhuwur berarti masalah to?... 
Kegunaannya untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah. 
Yang ketiga adalah prediksi yang berhubungan dengan RAPB (Rencana 
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Anggaran Pendapatan dan Beban) dalam satu tahun” (wawancara pada 
tanggal 01 Juli 2019 di BMT Ahmad Dahlan). 
 
Informan menjelaskan bahwa BMT Ahmad Dahlan membuat lembaran-
lembaran yang digunakan untuk mengendalikan risiko. Contohnya lembar 
kerja harian marketing yang digunakan untuk melihat pekerjaan marketing 
setiap hari. Lembar ini diisi setelah melakukan kegiatan lembaga keuangan, 
misal dalam penagihan kepada anggota pembiayaan. Maka nanti setelah dari 
rumah anggota pembiayaan, marketing ini menuliskan kegiatan penagihan ke 
dalam lembar kerja hariannya.  
Sedangkan lembar progress penanganan bermasalah digunakan untuk 
mengetahui solusi apa yang telah dilakukan marketing untuk anggota 
pembiayaan bermasalah yang ditanganinya. Dan untuk RAPB (Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Beban) dibuat diawal tahun dan setiap 4 bulan sekali 
dihat untuk melihat usaha yang dilakukan marketing agar perbandingan RAPB 
dan realitanya sama. Dan apabila nanti tidak sesuai, maka dilihat penyebab dan 
dicari jalan keluar untuk menyesuaikan perbandingan tersebut. 
Lembaga keuangan harus memiliki sistem pengendalian risiko pada 
memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 
Proses pengendalian risiko harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau 
tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi. Untuk itu, BMT Ahmad Dahlan 
melakukan pengendalian risiko secara bertahap. Diawal tahun, marketing harus 
membuat RAPB untuk melakukan prediksi pendapatan yang akan diterima 
dengan cara menganalisis. Kemudian prakteknya adalah melakukan kunjungan 
atau jemput bola dalam pengangsuran pembiayaan dengan lembar kerja harian 
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marketing. Apabila terlihat ada anggota yang bermasalah, maka pihak 
marketing harus dapat mencarikan solusi, kemudian solusi tersebut ditulis pada 
lembar penanganan anggota bermasalah yang nanti akan dilaporkan ke 
manager marketing untuk melakukan pengendalian risiko. 
Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa penerapan manajemen risiko untuk 
anggota pembiayaan dibagi menjadi 2, yaitu manajemen risiko sebelum calon 
anggota menjadi anggota dan setelah calon anggota menjadi anggota. Adapun 
penjelasannya sebagai berikut : 
1. Sebelum calon anggota menjadi anggota 
Sebelum melakukan persetujuan pembiayaan kepada calon anggota, 
maka hal yang pertama kali dilakukan adalah mengidentifikasi risiko yang 
mungkin terjadi apabila pihak BMT nanti menyetujuinya. Dengan mengetahui 
tingkatan risiko yang muncul itu. Apabila tingkatannya rendah maka akan 
diterima begitupun sebaliknya, apabila tingkatannya tinggi maka tidak akan 
diterima. 
”Prinsip ini dilihat dari kepribadian anggota, bisa dilihat dari hasil 
wawancara dari marketing mengenai kepribadian, kebiasaan hidup, pola 
hidup, dan lain-lain. Nanti kalau sudah survei lapangan, karakter ini nanti 
juga harus hati-hati jangan sampai yang kita survei itu tau... Sekarang 
yang mau disurvei itu apa? karakter atau jaminan. Upomo cedhak rumah 
sakit, cedhak pasar, cedhak sekolah ki penak, harganya mahal. Neg 
cedhak kubur mengurangi harga, itu adalah survei untuk bangunan” 
(wawancara pada tanggal 01 Juli 2019 di BMT Ahmad Dahlan). 
 
Prinsip identifikasi ini dapat dilakukan dengan survei dan mewawancarai 
calon anggota dan lingkungan yang ditempatinya, kepribadian, kebiasaan hidup 
dan pola hidupnya. Selain itu juga mengidentifikasi jaminan dengan melihat 
tata letak bangunan yang dipakai untuk melakukan persyaratan pengajuan 
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pembiayaan. Kedua hal ini sangat penting untuk mengetahui karakter dari 
calon anggota, mungkin saja calon anggota berbohong mengenai tata letak dari 
bangunan yang dijaminkan. Maka BMT harus hati-hati dalam mengidentifikasi 
hal yang penting itu. 
“Jadi manajemen risikonya itu pada pengamanannya yaitu jaminan harus 
kuat, melihat usaha secara real, mengetahui pendapatan secara real. 
Jaminan kuat itu seandainya terjadi kemacetan, itu nanti diproses secara 
hukum. Itu nanti gak kalah, diakad secara baik. Itu digunakan untuk 
mengantisipasi jika itu terjadi masalah” (wawancara pada tanggal 22 Juli 
2019 di BMT Ahmad Dahlan). 
 
Penjabaran dari identifikasi itu, informan mengatakan bahwa jaminan 
yang digunakan harus kuat, usaha yang dilakukan itu real dan marketing harus 
mengetahui pendapatan dari calon anggota pembiayaan itu agar pihak BMT 
dapat menganalisanya. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi munculnya 
risiko yang mungkin sampai pada hukum, supaya pihak BMT dapat 
memenangkan proses hukum yang nanti terjadi.  
BMT Ahmad Dahlan pernah mengalami kasus mengenai pemalsuan 
identitas. Dikarenakan pemilik dari jaminan tersebut meninggal dan pihak 
keluarga menggunakan jaminan tersebut untuk melakukan pinjaman. Karena 
dalam penandatangannya harus memakai tanda tangan pihak pemiliknya, maka 
dicarilah seseorang untuk mengakui bahwa dia adalah pemiliknya dan 
kemudian ditandantangani. Belajar dari kejadian tersebut, maka pihak BMT 
dalam penandatangannan dokumen harus membawa KTP (Kartu Tanda 
Penduduk) asli.  
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2. Setelah calon anggota menjadi anggota 
Berbeda dengan manajemen risiko sebelum calon anggota menjadi 
anggota, hal yang dilakukan BMT Ahmad Dahlan dalam manajemen risiko 
setelah calon anggota menjadi anggota adalah melakukan pemantauan dan 
pengendalian risiko. Agar apabila terjadi kemacetan dapat ditangani secara 
disini. Adapun cara yang digunakan oleh BMT dengan adanya lembar kerja 
harian marketing dan lembar progress penanganan bermasalah yang wajib diisi 
oleh marketing setelah melakukan kunjungan ke anggota BMT.  
“Dari BMT ya ngomong lah, itu sudah beberapa kali kita sudah 
memberikan alternatif memberikan solusi, reschedule. Kita jadi nangani 
anggota bermasalah itu harus kreatif. Misalnya kita harus mencari 
anaknya, jangan sampai anaknya itu gak tau padahal mereka itu mampu. 
Nanti juga kita mencari kakak adek gitu nanti juga dicari. Neg wis ngono 
kuwi dari pihak keluarga wis lepas tangan, ya sudah kita akan meleleng 
itu lapor” (wawancara pada tanggal 22 Juli 2019 di BMT Ahmad 
Dahlan). 
 
Dan apabila telah terjadi kejadian kemacetan, seperti halnya kutipan 
wawancara maka pihak BMT memanggil anggota dan memberikan solusi 
kepada pihak BMT dengan cara reschedule ataupun cara lain. Dan apabila cara 
itu tidak berhasil, maka pihak BMT tidak langsung membawa masalah ke 
pengadilan dan lelangan. Melainkan pihak BMT mencari keluarga dari anggota 
pembiayaan tentang kesanggupannya dalam melunasi kekurangan dari anggota 
tersebut. Apabila dalam pihak keluarga tidak sanggup, maka jalan lain yang 
akan ditempuh adalah membawa ke pengadilan atau dengan menjual aset dari 
jaminan yang digunakan anggota pembiayaan dengan persetujuan dari pemilik 
jaminan atau keluarganya. 
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4.3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah  
Hal yang dilakukan saat terjadi pembiayaan bermasalah adalah 
pembinaan pembiayaan bermasalah. Pembinaan pembiayaan bermasalah 
merupakan upaya awal yang dilakukan terhadap anggota pembiayaan 
bermasalah sehingga dapat menjaga dan mengamankan kepentingan BMT atas 
fasilitas pembiayaan yang telah disalurkan. Langkah yang dapat dilakukan 
dalam tahapan pembinaan pembiayaan bermasalah ini antara lain : 
1. Memberikan Teguran 
Memberikan teguran disini dilakukan saat marketing memanggil anggota 
pembiayaan untuk datang ke kantor atau marketing ke rumah anggota 
pembiayaan bermasalah. Bahasa dalam pemanggilan ini harus sopan sesuai 
dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan pada saat berkunjung ke 
rumah, marketing memberikan teguran dengan bahasa yang sopan tanpa 
mengintimidasi anggota pembiayaan yang bermasalah. 
“Pas kae ki dikandani lewat WA, kadang ono marketing sing moro 
nekoni neg iki wis telat. Kan kae kulo mboten saged setorkan, nah 
marketing ki moro neng ngomah ngandani neg kulo dereng setor. Pas kae 
duitte dinggo kebutuhan mendesak, yowis dadine malah durung setor 
neng BMT. Yo gur dikandani neg telat karo ditekoni meh kapan isohhe 
ngangsur tunggakan setoran sasi wingi karo meh piye setorre, neng BMT 
langsung po dijemput bola” (Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2019 
di rumah Bu Sri Mulyani). 
 
Informan yang sebagai anggota pembiayaan yang pernah terlambat, 
menyampaikan bahwa pertama kali yang dilakukan oleh pihak BMT Ahmad 
Dahlan adalah memberikan teguran lewat WA ataupun marketing kadang 
datang langsung ke rumah anggota pembiayaan dan bertanya tentang alasan 
keterlambatan dan kapan akan membayar tunggakan tersebut. Dan juga 
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memberikan tawaran mengenai pengangsuran apakah dijemput bola atau 
anggota pembiayaan datang langsung ke kantor BMT. 
2. Proses Revitalisasi  
Hal ini dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, 
anggota ini masih mampu untuk membayar kewajibannya tetapi karena ada 
sesuatu seperti hal-hal yang lebih penting, yang membuatnya belum dapat 
membayar kewajibannya. Proses revitalisasi ini seperti rescheduling 
(penjadwalan ulang), reconditioning (melakukan perubahan sebagian atau 
seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu sepanjang 
tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan) dan restructuring 
(perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan 
jangka waktu dan perubahan maksimum saldo pembiayan). 
“Jadi, reschedule itu sudah milih 2 tahun. Dua tahun rung kelong tak kei 
waktu 3 tahun itu namanya reschedule. Ning reschedule itu ra kena 
nambah, neg bank-kan tambah umur tambah duit. Neg neng BMT 
enggak, upomo jilihannne 5 juta 2 tahun kok dadi 3 tahun, yowis kuwi 
reschedule” (wawancara pada tanggal 01 Juli 2019 di BMT Ahmad 
Dahlan). 
 
Yang biasa dilakukan oleh BMT Ahmad Dahlan dalam proses revitalisasi 
adalah rescheduling. Karena mudah dilakukan dan meringankan beban dari 
anggota pembiayaan dengan menambah jangka waktu tanpa menambahkan 
jumlah pinjamannya atau memakai kekurangan dari angsuran dari anggota 
pembiayaan.  
Dari kedua tindakan diatas merupakan upaya pembinaan pembiayaan 
bermasalah, terkadang hal tersebut tidak cukup membantu untuk pulih dalam 
menjalankan aktivitas bisnisnya maupun mencegah kemungkinan timbulnya 
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kerugian lebih lanjut bagi BMT. Maka BMT harus dapat mengambil keputusan 
mengakhiri hubungannya dengan anggota pembiayaan bermasalah melalui 
penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun penyelesaian pembiayaan 
bermasalah oleh BMT Ahmad Dahlan sebagai berikut : 
1. Restrukturisasi 
 Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan 
pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restruktukturisasi. Restrukturisasi 
adalah melakukan konversi sebagian atau seluruh pinjaman menjadi penyertaan 
modal bank terhadap usaha dari anggota pembiayaannya (Suhardjono, 2003 : 
252). 
 Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perubahan skema seperti 
penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan 
penataan kembali (restructuring). Dalam BMT Ahmad Dahlan biasanya 
menggunakan cara penjadwalan kembali (rescheduling) karena menurut 
pihaknya cara tersebut dinilai lebih mudah.  
2. Diskon Margin 
Diberikan kebebasan dari sebagian persentase bagi hasil yang tertunggak 
atau penghentian perhitungan bagi hasil. Misalnya saja memberikan 
keringanan kepada anggota pembiayaan dari sisa pokok pinjaman pembiayaan.    
3. Lawyer (Pengacara) 
BMT Ahmad Dahlan melakukan kerjasama dengan lawyer untuk 
melakukan somasi kepada anggota yang bermasalah. Karena bukti somasi ini 
digunakan apabila akan menempuh jalur hukum untuk melakukan pelelangan. 
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Ini merupakan salah satu cara untuk membuat pihak anggota bermasalah 
berusaha untuk mengangsur tunggakannya. 
“Nanti setelah somasi itu didalam perjalanannya kalau menghendaki itu 
marketing jangan mudah menerima uang. Kalau kita menghendaki lunas, 
ya lunas, kalau tidak lunas ya jangan diterima. Kalau nanti misalnya, 
utangnya 15 juta, dikek’i 1 juta umpamane, kok ditompo, ya somasi 1, 2, 
3 itu gagal. Seandainya mau mengulang itu harus diulangi lagi 1, 2, 3 
lagi. Jadi, neg wis somasi itu tidak boleh menerima angsuran” 
(wawancara pada tanggal 22 Juli 2019 di BMT Ahmad Dahlan). 
 
Dalam melakukan somasi juga memakai aturannya, apabila somasi 
tersebut sudah mencapai somasi tiga maka pihak BMT tidak boleh menerima 
uang dari anggota pembiayaan yang bermasalah tersebut. Karena nanti 
menimbulkan kegagalan yang berakibat pada kegagalan somasi dan harus 
mengulang. Tetapi pihak BMT Ahmad Dahlan dapat menggagalkan apabila 
memenuhi syarat seperti 50% dari kekurangan angsurannya ingin dibayar 
terlebih dahulu, maka pihak BMT Ahmad Dahlan akan menyetujui 
penggagalan somasi tersebut.  
4. Lelang 
BMT dapat meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan penjualan 
barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan. Dengan melakukan 
pelelangan atas jaminan atau agunan yang diberikan anggota pembiayaan saat 
pengajuan. 
“Nanti setelah mendaftarkan ke KPKNL (tempat pelelangan negara), 
daftarnya tidak membayar tapi setelah mendaftar, prosesnya itu cepat. 
Dalam waktu 2 bulan, masih diberi kesempatan, intinya neg meh ngoyak 
nanti bisa dicabut dan gak usah mbayar... Setiap barang yang masuk ke 
KPKNL itu nanti dishare di internet, jadi kalau buka misalnya KPKNL di 
klik, nanti akan muncul semua barang yang dilelang disini” (wawancara 
pada tanggal 22 Juli 2019 di BMT Ahmad Dahlan).  
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Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa setelah melakukan pelelangan 
ke tempat lelang. Pihak anggota pembiayaan harus diberi tahu jika jaminannya 
sudah masuk pada tempat pelelangan. Dan anggota pembiayaan diberi 
kesempatan 2 bulan untuk dapat mencabut pengajuan pelelangan itu tanpa 
dipungut biaya apapun. Dengan begitu pihak anggota dapat memikirkan 
kembali atau merenungkan kembali mengenai pelelangan tersebut.  
BMT Ahmad Dahlan pernah mengalami kasus yang harus melibatkan pada 
proses hukum hingga pada pelelangan jaminan. Hal ini dikarenakan anggota 
pembiayaan yang tinggal di daerah Trucuk, Klaten telah meninggal. Otomatis 
pihak keluarga yang harus bertanggungjawab dalam pelunasan tersebut. Maka 
pihak BMT datang ke kediaman keluarga dari anggota pembiayaan untuk 
berdiskusi mengenai pelunasan angsuran. Alhasil pihak keluarga memilih 
membawa kasus ini ke jalur hukum dengan menunjuk pengacara.  
“Akhirnya kan dari biaya-biaya ditanggung oleh mereka, terus mereka 
banding. Banding itu nanti lawyer yang mbayar mereka lagi, terus kalah. 
Setelah mereka judeg, setelah kasasi juga kalah, terus akhirnya mereka 
menyerah dan “ neg saya bayar gak usah dilelang itu berapa?”. Padahal 
dari yang pertama 116 juta terus akhirnya menjadi 170 juta, karena 
biaya-biaya lawyer itu, ini untuk mengantisipasi.” (wawancara pada 
tanggal 22 Juli 2019 di BMT Ahmad Dahlan). 
 
Dan pada saat melakukan jalur hukum itu mereka kalah hingga pada 
pengajuan bandingpun pihak keluarga anggota pembiayaan juga mengalami 
kekalahan. Sehingga jalan selanjutnya adalah pada pelelangan. Sebelum 
melakukan pelelangan, pihak keluarga ini meminta BMT untuk bernegoisasi 
kembali agar tidak melakukan pelelangan jaminan. Pada akhirnya pihak BMT 
Ahmad Dahlan menyetujui usulan tersebut dengan syarat pihak keluarga 
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membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh BMT dalam melakukan 
jalur hukum. Yang tadinya jumlah kekurangannya mencapai Rp.116 juta, 
karena sudah melakukan jalur hukum menjadi Rp.170 juta.  
4.4. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, BMT 
Ahmad Dahlan dalam menerapkan manajemen risikonya dilakukan dengan 4 
proses manajemen risiko yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 
pengendalian risiko. Adapun analisis untuk teori dengan prakteknya dalam 
BMT Ahmad Dahlan sebagai berikut : 
Tabel 4.1 
Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BMT Ahmad 
Dahlan 
 
No Penerapan Manajemen 
Risiko 
Literatur BMT Ahmad Dahlan 
1. Identifikasi Risiko Melihat potensi risiko 
yang sudah terlihat dan 
akan terlihat. Dilakukan 
secara berkala dengan 
metode dari lembaga 
keuangan tersebut 
Melakukan survei 
kepada calon anggota 
dan mewawancarainya 
untuk mengetahui 
karakter dari calon 
anggota pembiayaan 
2. Pengukuran Risiko Pengukuran dilakukan 
secara berkala dengan 
sistem harus dapat 
mengukur sensitivitas 
produk atau aktivitas 
terhadap perubahan faktor-
faktor yang mempengaruhi 
Pengukuran dilakukan 
dengan aspek jaminan 
(letak, harga ataupun 
tahun bentuk) dan 
memakai NPF eksternal 
dalam pengangsuran 
pembiayaan 
3. Pemantauan Risiko Dilakukan dengan 
kemampuan kinerja 
sumber daya manusia yang 
terdapat di dalam lembaga 
keuangan 
Ditanggal muda 
marketing mencatat 
anggota pembiayaan 
yang tidak mengangsur 
dibulan kemarin dan 
membuat prediksi 
pendapatan di bulan ini. 
Kemudian pada 
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pertengahan bulan 
melakukan penagihan 
dan diakhir bulan 
dianalisa antara prediksi 
dan realitanya 
4. Pengendalian Risiko Lembaga keuangan harus 
dapat memutuskan cara 
menangani risiko dengan 
prosedur yang telah 
ditetapkan 
Dilakukan dengan 
membuat lembar kerja 
harian marketing, 
lembar progress 
penanganan 
pembiayaan bermasalah 
dan RAPB oleh 
marketing 
 
Penerapan manajemen risiko pada BMT Ahmad Dahlan dilakukan 
dengan empat langkah, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 
pengendalian risiko. BMT Ahmad Dahlan memiliki cara sendiri dalam 
melakukan keempat langkah penerapan manajemen risiko. Dalam identifikasi, 
BMT Ahmad Dahlan melakukannya dengan survei kepada calon anggota 
pembiayaan dan juga lingkungan sekitar untuk mencari data mengenai 
karakternya. Selain mencari data karakter calon anggota, BMT Ahmad Dahlan 
juga mencari data mengenai usaha yang dijalankan. Pencarian data ini dapat 
dilakukan dengan mewawancarai seseorang yang memiliki usaha yang sama 
dengan yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan.  
Selanjutnya dalam pengukuran risiko, BMT Ahmad Dahlan 
melakukannya dengan aspek jaminan. Yang artinya mengetahui secara pasti 
jaminan yang digunakan calon anggota untuk pengajuannya. Sebagai 
contohnya saja apabila calon anggota memakai sertifikat tanah yang dijadikan 
jaminan. Maka pihak BMT harus mengetahui letak pasti tanah yang 
dijaminkan. Karena banyak anggota yang berbohong mengenai letak tanah. 
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Misalnya saja untuk membohongi BMT, anggota pembiayaan memberi tahu 
bahwa letak tanah dari yang dijaminkan itu berada dipinggir jalan untuk dapat 
menaikkan harga. Padahal letak tanah yang dijaminkan itu berada di tengah 
desa.  
Maka dari itu, BMT Ahmad Dahlan harus mengetahui secara pasti 
jaminan yang digunakan untuk pengajuan agar dapat mengantisipasi apabila 
terjadi risiko maupun kasus yang tidak diinginkan. Selain itu, dalam 
pengukuran angsurannya, BMT Ahmad Dahlan menggunakan pengukuran 
NPF eksternal. NPF eksternal ini apabila dalam tiga bulan berturut-turut 
anggota pembiayaan tidak mengangsur maka sudah dikatakan kredit macet. 
Hal ini membuat pengurus BMT khawatir, sehingga anggota pembiayaan ini 
harus ditangani dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. 
Kemudian dalam pemantauan risiko pada BMT Ahmad Dahlan 
menggunakan cara bahwa ditanggal muda, marketing di mencatat anggota 
pembiayaan yang belum mengangsur di bulan kemarin agar dapat ditangani 
secepatnya dan ditanggal muda itu juga marketing harus membuat prediksi 
dana yang akan diterima dibulan ini. Sedangkan ditanggal tua, marketing 
menganalisa prediksi yang dibuat ditanggal muda. Untuk mengetahui prediksi 
tersebut sama dengan realitanya atau tidak? Apabila tidak, dicari alasanya. 
Dengan cara ini, maka BMT Ahmad Dahlan dapat memantau anggota dengan 
mudah.  
Sedangkan untuk pengendalian risikonya, BMT Ahmad Dahlan 
menggunakan tiga cara, yaitu lembar kerja marketing harian, lembar progress 
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penanganan bermasalah dan RAPB (Rancangan Anggaran Pembiayaan 
Bermasalah). Lembar kerja marketing harian ini diberikan kepada marketing 
dan diisi setiap harinya tentang kegiatan apa saja yang telah dilakukan. Dan 
lembar progress penanganan bermasalah digunakan untuk mempercepat 
penanganan pada anggota yang bermasalah. Teknik ini digunakan juga untuk 
mengetahui kinerja marketing dalam penanganan anggota pembiayaan.  
Dan yang terakhir adalah RAPB (Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Beban) ini dibuat diawal tahun, tugas ini dilakukan oleh masing-masing 
marketing dengan memprediksi pendapatan bersih yang akan diterima dalam 
satu tahun. Dan akan dievaluasi empat bulan sekali, sehingga apabila sekiranya 
belum mencapai apa yang diprediksi maka dapat dianalisa penyebabnya dan 
dapat ditangani secepatnya.  
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jureid, proses identifikasi dan 
pengukuran risiko pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan 
dilakukan dengan lima cara. Pertama, pihak bank melihat karakter yang 
dimiliki nasabah melalui survei, baik survei pada nasabah pembiayaan maupun 
pada lingkungan kemudian melakukan pengecekan ke BI checking. Kedua, 
bank melihat kemampuan nasabah dengan meminta laporan keuangan, angka 
penjualan, angka pembelian dan perhitungan laba-rugi. Ketiga, bank juga 
melakukan analisa modal untuk mengukur keyakinan nasabah terhadap usaha 
sendiri  (Jureid, 2016 : 99-101). 
Keempat, bank juga melakukan analisa terhadap kondisi sekitar yang 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha calon nasabah. Kelima, 
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pemberlakuan jaminan berdasarkan keterangan marketing, jaminan 
diberlakukan untuk semua pembiayaan adalah upaya mengantisipasi 
penyalahgunaan pembiayaan atau moral hazard oleh nasabah  (Jureid, 2016 : 
101).  
Selanjutnya dalam pemantauan, BMI Cabang Pembantu Panyabungan 
melakukannya setelah pembiayaan dicairkan kepada nasabah. Hal ini 
dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha 
nasabah yang dilakukan melalui penyetoran laporan hasil usaha berupa 
angsuran pokok dan margin keuntungan. Kemudian untuk pengendalian risiko, 
BMI Cabang Pembantu Penyabungan melakukannya saat pembiayaan 
dicairkan dan dilihat dari kolektibilitas pembiayaan yang terjadi pada setiap 
account nasabah  (Jureid, 2016 : 101-102).  
Penerapan manajemen risiko yang terjadi pada BMT Ahmad Dahlan dalam hal 
identifikasi memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh BMI Cabang 
Pembantu Panyabungan yang mana dua lembaga ini melakukan survei, baik itu 
survei terhadap anggota pembiayaan, lingkungan dan pengusaha yang berada 
pada bidang yang sama dengan kata lain pesaingnya. Survei ini digunakan 
untuk mengetahui karakter dari nasabah maupun anggota pembiayaan dalam 
kejujurannya.  
Dan untuk pengukuran risikonya, kedua lembaga keuangan syariah 
menggunakan aspek jaminan yang digunakan saat pengajuan pembiayaan. 
Jaminan ini dilihat dari sisi kelegalan jaminan, letak dari jaminan (dalam hal 
ini sertifikat) dan tahun (dalam hal ini BPKB) yang mempengaruhi pada harga 
71 
 
jual dan beli yang nanti akan dijadikan patokan untuk pencairan dana yang 
disetujui oleh lembaga keuangan syariah ini.  
Berbeda dengan BMI Cabang Pembantu Penyabungan, BMT Ahmad 
Dahlan juga menggunakan NPF eksternal dalam pengukuran risikonya dalam 
angsuran anggota pembiayaan untuk mencegah terjadinya risiko yang tidak 
diinginkan. Dan apabila terjadi risiko, BMT Ahmad Dahlan dapat segera 
melakukan tindakan agar risiko tersebut tidak membesar.   
Sedangkan untuk pemantauan risikonya dari kedua lembaga keuangan 
syariah ini berbeda. Dalam BMI Cabang Pembantu Penyabungan dilakukan 
melalui penyetoran laporan hasil usaha berupa angsuran pokok dan margin 
keuntungan oleh nasabah, dalam pemantauan ini mencakup pada kegiatan 
usaha nasabah dan pemantauan penggunaan pembiayaan. Di BMT Ahmad 
Dahlan selain pada pemantauan penggunaan pembiayaan yang digunakan 
untuk meminimalisir risiko, pemantauan risiko ini dilakukan untuk mengukur 
kinerja marketing pada setiap bulannya.  
Setiap bulan ditanggal muda, marketing di BMT Ahmad Dahlan 
melakukan pencatatan anggota pembiayaan yang tidak mengangsur pada bulan 
kemarin dan membuat prediksi jumlah angsuran yang akan didapat dalam satu 
bulan. Dan ini akan dianalisa di akhir bulan untuk mengetahui perbandingan 
antara prediksi dengan realita yang didapat marketing. Apabila jumlahnya tidak 
sama, maka dicari alasannya agar dapat diselesaikan dengan segera untuk dapat 
meminimalisir risiko. 
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Selanjutnya dalam pengendalian risiko dari kedua lembaga keuangan 
syariah ini berbeda. Di dalam BMI Cabang Pembantu Panyabungan dilakukan 
dengan hanya melihat kolektibilas pembiayaan yang terjadi pada setiap 
account nasabah. Maka berbeda dengan BMT Ahmad Dahlan yang melakukan 
pengendalian dengan tiga cara, yaitu lewat lembar kerja harian marketing, 
lembar progress penanganan pembiayaan bermasalah dan RAPB yang dibuat 
pada awal tahun.  
Untuk menekan risiko yang terjadi, ketiganya sangat berpengaruh satu 
sama lain. Dalam lembar kerja harian marketing saja dilakukan setiap hari 
untuk mengetahui kegiatan marketing. Dan apabila marketing melakukan 
penagihan pinjaman kepada anggota yang bermasalah, maka nanti marketing 
tersebut dapat memberikan solusi kepada anggota pembiayaan untuk 
meringankan bebannya.  
Karena kegiatan ini sangat berpengaruh pada RAPB yang dibuat oleh 
marketing untuk satu tahun. Untuk mencapai RAPB yang telah dibuat itu, 
maka marketing akan memberikan solusi pada anggota pembiayaan seperti 
halnya keringanan pada nominal yang diangsur. Pencapaian RAPB ini juga 
digunakan untuk mengukur kinerja dari marketing dalam produk pembiayaan.  
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BAB V 
PENUTUP 
5.1.   Kesimpulan 
Penerapan manajemen risiko pada BMT Ahmad Dahlan Cawas dinilai 
sudah baik untuk mengurangi risiko yang terjadi. Hal ini dikarenakan BMT 
Ahmad Dahlan Cawas telah melakukan empat tahap proses manajemen risiko 
yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan 
pengendalian risiko. Dalam penerapannya, BMT Ahmad Dahlan sangat 
berhati-hati dalam melakukan persetujuan pengajuan pembiayaan.  
Hal ini dapat dilihat dengan melakukan survei terhadap calon anggota 
dan lingkungan dan juga menganalisisnya ke aspek jaminan. Selain itu juga, 
BMT Ahmad Dahlan Cawas juga membawa bukti berupa foto sebagai 
pertimbangan persetujuan pembiayaan.BMT Ahmad Dahlan selalu melakukan 
dokumentasi dalam proses pekerjaannya seperti mengisi lembar kerja harian 
marketing, selain sebagai pengendalian risiko sekaligus sebagai pengukur 
kinerja karyawannya. 
BMT Ahmad Dahlan dalam melakukan tindakan kepada anggota 
pembiayaan yang bermasalah dengan sangat hati-hati. Dengan memakai bahasa 
yang sopan dalam memberikan teguran. Bahkan apabila terjadi kasus seperti 
pelelangan, BMT Ahmad Dahlan selalu memberitahukan tentang tahap demi 
tahap kepada anggota pembiayaan. Jadi tidak semena-mena pihak BMT 
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Ahmad Dahlan langsung mengajukan ke pengadilan masalah pelelangan 
meskipun BMT Ahmad Dahlan memiliki hak tersebut. 
5.2.   Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki banyak kekurangan 
dan keterbatasan, diantaranya sebagai berikut : 
1. Dampak waktu penelitian, penelitian hanya dilakukan dua kali pertemuan  
dalam satu siklus 
2. Dalam penelitian ini, pertanyaan mengadopsi dari penelitian lain sehingga  
perlunya penambahan pertanyaan lain 
5.3.   Saran-saran 
BMT Ahmad Dahlan harus lebih hati-hati dalam memilih anggota yang 
akan diberikan pembiayaan. Selain itu pihak BMT Ahmad Dahlan harus dapat 
memahami dan mengetahui kegiatan anggota, untuk dapat dinyatakan bahwa 
bisnis anggota benar-benar adanya, tidak menyimpang perjanjian oleh karena 
itu harus ada pengawas yang memahami bisnis anggota pembiayaan serta bisa 
menjadi penasehat bagi kelangsungan bisnis anggota. 
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian Skripsi 
Jadwal Penelitian Skripsi  
 
NO 
Bulan 
(2019) 
Februari Maret April Mei Juni 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
X X X X                 
2 Konsultasi   X X X X X X X X X X X        
3 Revisi 
Proposal 
   X X X X X X X X X X        
4 Pengumpulan 
data 
                    
5 Analisis Data                      
6 Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
                    
7 Pendaftaran 
Munaqosah 
                    
8 Munaqosah                     
9 Revisi 
Skripsi  
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NO 
Bulan 
(2019) 
Juli Agustus 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
        
2 Konsultasi X X X X     
3 
Revisi 
Proposal 
X X X X     
4 
Pengumpulan 
data 
X  X   X   
5 Analisis Data X X X X  X   
6 
Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
   X     
7 
Pendaftaran 
Munaqosah 
   X     
8 Munaqosah      X   
9 
Revisi 
Skripsi 
     X X X 
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Lampiran 2 
Panduan Wawancara 
 
Panduan Wawancara 
1. Bagaimana perkembangan BMT Ahmad Dahlan dari awal berdiri hingga 
saat ini? 
2. Apa saja produk – produk yang ada di BMT Ahmad Dahlan?  
3. Siapa saja yang menjadi sasaran pembiayaan di BMT Ahmad Dahlan? 
4. Berapa jumlah anggota pembiayaan BMT Ahmad Dahlan 5 tahun 
terakhir? 
5. Bagaiman prospek dan potensi pengembangan BMT Ahmad Dahlan 
kedepannya? 
6. Apa saja persyaratan menjadi anggota di BMT Ahmad Dahlan, baik dalam 
produk simpanan maupun pembiayaan? 
7. Tahap apa saja yang harus dilalui jika ingin melakukan pengajuan 
pembiayaan di BMT Ahmad Dahlan? 
8. Apa saja kelebihan-kelebihan BMT Ahmad Dahlan? 
9. Apa saja keunggulan dari produk pembiayaan yang ada di BMT Ahmad 
Dahlan 
10. Bagaimana struktur organisasi di BMT Ahmad Dahlan? 
11. Bagaimana proses pembiayaan dari pengajuan sampai pencairan dana? 
12. Bagaimana proses identifikasi risiko pembiayaan di BMT Ahmad Dahlan? 
13. Metode apa yang dilakukan dalam identifikasi atau analisis pengajuan 
pembiayaan? 
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a. Bagaimana BMT Ahmad Dahlan menganalisis karakter calon mitra 
pembiayaan? 
b. Bagaimana BMT Ahmad Dahlan menganalisis kemampuan mengelola 
usaha atau kemampuan membayar calon mitra pembiayaan? 
c. Bagaimana BMT Ahmad Dahlan menganalisis modal calon mitra 
pembiayaan ? 
d. Bagaimana BMT Ahmad Dahlan menganalisis jaminan calon mitra 
pembiayaan ? 
e. Bagaimana BMT Ahmad Dahlan menganalisis kondisi ekonomi calon 
mitra pembiayaan? 
14. Apa saja yang disurvei saat proses analisis pengajuan pembiayaan? 
15. Pertanyaan apa saja yang diajukan saat wawancara analisis pengajuan 
pembiayaan? 
16. Bagaimana cara BMT Ahmad Dahlan mengidentifikasi kemungkinan awal 
atau indikasi awal pembiayaan bermasalah? 
17. Langkah apa yang dilakukan BMT jika terjadi keterlambatan 
pengangsuran pembiayaan? 
18. Apa yang menyebabkan mitra pembiayaan sering terlambat atau kurang 
lancar dalam mengangsur pembiayaan? 
19. Adakah kemungkinan kesalahan dari pihak BMT yang menyebabkan mitra 
pembiayaan terlambat dalam mengangsur? 
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20. Bagaimana tindak lanjut pihak BMT Ahmad Dahlan pada mitra 
pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah atau pembiayaan 
kurang lancar? 
21. Bagaimana cara pengukuran atau perhitungan risiko pembiayaan 
bermasalah? 
22. Bagaimana pengelompokan pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan 
dan macet? 
23. Bagaimana cara BMT Ahmad Dahlan melakukan pemantauan risiko 
pembiayaan? 
24. Apa saja yang dipantau BMT Ahmad Dahlan untuk menghindari risiko 
pembiayaan? 
25. Apakah pihak BMT memberikan saran, masukan dan solusi jikanmitra 
pembiayaan terlambat mengangsur? 
26. Apakah ada buku angsuran untuk pemantauan kelancaran angsuran mitra 
pembiayaan? 
27. Apakah ada lembar monitoring untuk memantau mitra pembiayaan? 
28. Apakah pemantauan pembukuan keuangan mitra pembiayaan dilakukan 
secara rutin? 
29. Apakah ada metode jemput bola atau penjemputan angsuran di BMT 
Ahmad Dahlan? 
30. Bagaimana upaya pengendalian yang dilakukan pihak BMT untuk 
meminimalisir risiko pembiayaan? 
31. Bagaimana upaya penagihan angsuran pada pembiayaan bermasalah? 
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32. Bagaimana prosedur dan kebijakan yang ada di BMT Ahmad Dahlan saat 
terjadi pembiayaan bermasalah  
33. Apakah BMT Ahmad Dahlan menggunakan asuransi untuk meminimalisir 
kerugian jika terjadi pembiayaan bermasalah? 
34. Bagaimana upaya BMT Ahmad Dahlan untuk meningkatkan kualitas 
SDM? 
35. Bagaimana cara BMT Ahmad Dahlan mengatasi kerugian akibat 
pembiayaan bermasalah? 
36. Bagaimana proses eksekusi jaminan mitra pembiayaan bermasalah? 
Mitra Pembiayaan : 
1. Sudah berapa lama saudara menjadi anggota BMT Ahmad Dahlan? 
2. Apakah anda menggunakan produk pembiayaan dari BMT Ahmad 
Dahlan? 
3. Apa saja yang disurvei saat saudara mengajukan permohonan 
pembiayaan? 
4. Apa saja yang ditanyakan saat wawancara pengajuan permohonan 
pembiayaan? 
5. Setelah pembiayaan disetujui apakah ada pengawasan lebih lanjut dari 
pihak BMT mengenai usaha saudara, jika ada dalam bentuk apa 
pengawasan tersebut? 
6. Apakah saudara diberi lembar monitoring untuk pengawasan usaha? 
7. Adakah tindak lanjut dari pihak BMT jika saudara terlambat dalam 
mengangsur pembayaran pembiayaan? 
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8. Apakah pihak BMT mendatangi atau menghubungi saudara jika 
saudara terlambat mengangsur? 
9. Adakah saran atau solusi yang diberikan pihak BMT , jika terjadi 
keterlambatan pembayaran angsuran? 
10. Apa yang menyebabkan saudara terlambat dalam mengangsur 
pembayaran pembiayaan? 
11. Apakah saudara pernah diberi surat peringatan dari BMT Ahmad 
Dahlan mengenai pelunasan pembiayaan? 
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Lampiran 3 
Transkrip Wawancara 
 
WAWANCARA 1 
Nama : Suparno 
Jabatan : Manager Marketing 
Waktu : 01 Juli 2019, Pukul 09.00 – 14.00 WIB 
 
A Bagaimana perkembangan BMT Ahmad Dahlan dari awal berdiri hingga 
saat ini? 
B BMT Ahmad Dahlan berdiri pada tanggal 1 Juli 1997, yang mendirikan 
aktivis pemuda mahasiswa. Diperjalanannya untuk mencari pengelola yang 
paham BMT itu memang sangat sulit untuk mengetahui ekonomi syariah. 
Jarang yang mereka pelajari di kampus-kampus, sekarang ada ekonomi 
syariah karena mengikuti tren dimasyarakat dengan adanya BMT. Sehingga 
membuka jurusan ekonomi syariah, pada saat pengelolaan awal itu tidak ada 
ijazah yang relevan ekonomi syariah karena memang kampus-kampus itu 
juga tidak ada jurusan ekonomi syariah. Sehingga dari pengelola itu hanya 
belajar dari BMT yang sudah berdiri. BMT Ahmad berdiri dengan tujuan 
untuk memasyarakatkan ekonomi syariah. Dan ditahun itu pula modal awal 
BMT Rp.2.200.000,- itupun sudah termasuk biaya kos yang digunakan 
untuk kursus (pelatihan) ke BMT lain yang sudah berdiri. Tetapi disaat ini 
BMT Ahmad Dahlan pendapatannya sudah mencapai 60 milyar. 
A Apa saja keunggulan dari produk pembiayaan yang ada di BMT Ahmad 
Dahlan? 
B Dari kelebihan BMT di masalah pembiayaan, modelnya itu di investasi 
(musyarakah dan mudharabah), jual beli (murabahah), sewa (ijarah). 
Keunggulannya dimana? Kalau musyarakah itu investasi. Jadi, musyarakah 
itu yang kita berikan investasi itu, mereka sudah jalan, sudah usaha, kita 
hanya ikut investasi. Jadi itung-itungannya, misalnya saya itu jualan 
makelar mobillah, saya jual mobil. Saya yakin kalau nanti saya yang jual, 
bathi (untung), padahal saya tidak punya uang. Nah, ini pinjam ke BMT, 
BMT investasi musyarakah untuk beli mobil dengan harga 10 juta dan 
taksirannya 15 juta, yang diyakini laku. Nanti BMT membantu anggota 
tersebut dengan membeli mobil seharga 10 juta itu, 5 juta dari BMT dan 5 
juta dari anggota. Setelah nanti laku dengan harga 15 juta,  berarti punya 
laba 5 juta. Kan yang menjalankan investasi itu pake tenaga, transport. Itu 
nanti dikurangi biaya operasional, setelah dikurangi biaya operasional, terus 
nanti baru dibagi. Nah, pembagiannya itu disepakati diawal, biasane neg 
diprediksi dengan laba yang tinggi dengan standar ekspetasi margin. Neg 
misalke labane dikurangi biaya operasionalle 1 juta berarti masih punya 
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uang 4 juta, yowis BMT njaluk 30% wae, nanti yang 70% yang 
menjalankan (patokanne ekspetasi margin). dikarenakan pihak BMT tidak 
menjalankan usaha itu. Seandainya, ternyata beli 10 juta, kok didol yo payu 
10 juta. Yowis, yang menjalankan itu rugi tenaga (wis rono-rene) ngedol 
mobil, kelangan wektu, kelangan transport. BMTne kelangan opo? 
Kelangan tidak bathi (untung). Uang yang dilempar itu tidak ada apa-
apanya, ya sudah kembali 5 juta dari modal BMT. Nah keunggulan dari 
BMT disitu, kalau di bank gak mau tau itu. Neng produknya BMT ada 
beberapa macam, kalau yang jual beli. Misalnya saya kulak’an sepeda 
motor, harganya 16 juta. 16 juta tak bayar cash terus dibeli anggota 
harganya 20 juta tapi diangsur sekian bulan. Nah, ndelalah mungkin mereka 
diperjalanan, kan dia itu tadi nanti masuk pada analisa. Pada saat dianalisa 
itu mampu, mereka itu cara beberapa kriteria kita itu mereka itu bagus, tapi 
ditengah perjalanan ya gak ada yang tau kalau ada masalah terus akhirnya 
apa? Akhirnya mereka juga tidak ada kemampuan untuk ngangsur. 
Solusinya bagaimana? Misalnya tadi 16 juta tak dol 20 juta.. kan harga 
pokok saya 16 juta. Nah kalau misalnya diangsur baru misalnya 12 kali. 
Tapi 12 kali, 20 juta dibagi 12 kali.. nanti ngitungnya jangan 16 juta tapi 20 
juta karena itu harga jual. Nah mungkin diperjalanan lagi ngangsur 5 sasi 6 
sasi kok wis bangkrut gak ada kemampuan atau keluarga sakit atau ada 
kebutuhan yang lebih penting gitu ya. Kita pengen mengetahui, nah nanti 
ada beberapa keringanan. Keringannya itu ya mungkin “nggeh pun cobo sak 
niki jenengan berhenti dulu masuk ke BMT sekian bulan setelah itu nanti 
silahkan untuk setelah permasalahannya bisa teratasi baru memulai lagi 
masuk” jadi, di BMT itu masih banyak nego-nego. Kita masih punya 
perasaan, kalau betul-betul mereka perlu ditolong, ya ditolong. Ya 
pertolongannnya itu macem-macem. Ada juga, anggota yang pinjam itu 
bangkrut, kebakaran atau bagaimana? Yang kebutulan tidak diasuransikan. 
Nah, itu nantikan kita ada yang namanya dana ta’awwun. Dana ta’awwun 
itu dana tolong-menolong. Jadi setiap pembiayaan, nanti sekian persennya 
dipotong untuk dana ta’awwun dengan adanya pembiayaan. Yang nanti 
seandainya terjadi masalah ditengah jalan yang tidak disengaja (musibah 
namanya). Jadi ta’awwun itu bukan asuransi, ta’awwun ini hanya khusus 
misalkan kebakaran terus pencurian, atau meninggal dunia. Nah nanti dana 
ta’awwun itu akan dikeluarkan. Untuk keunggulan dari pembiayaan, nah 
nanti seandainya terjadi percepatan, misalnya beli motor 20 juta diangsur 
selama 2 tahun. Terus “pak, ini saya sudah punya uang, gimana kalau saya 
lunasi”. Kalau setelah akad, jual beli itukan sudah ada harganya, arep ntok 
saur 3 sasi yo 20 juta, arep ntok saur 2 tahun yo 20 juta. Nah, tapi dengan 
kebijakan “yasudah, kamu bayar sekian saja. Dah kamu dulu kulak’an saya 
16 juta terus saya jual 20 juta. Karena cepatnya waktu untuk ngangsur 
selesainya. Wis saiki bayaren 17 juta wae”. Nah itu bisa dinego, kalau 
dibank itu gak bisa malah dibank itu nanti kena klaim. Tapi justru di BMT 
malah mendapatkan potongan. Maka keunggulannya BMT seperti itu. Tapi 
kita juga punya aturan, kalau sebelum 12 bulan itu bakal kena klaim, contoh 
tahun sing diambil ki 2 tahun, tapi lagi 11 sasi wis lunasi. Nah, kuwi engko 
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kena klaim sing sasi ke-12. Tapi bedo meneh neg ono anggota sasi ke-6 mau 
dilunasi, ya gak harus nutup sampai bulan ke-12. Tapi itu nanti ada 
kebijakan yang memegang itu team manajemen (manager umum, manager 
operasional karo manager marketing/pemasaran). Mungkin nanti akan 
menyalahi SOP tapi ini nanti ada yang namanya ART, itu ada team 
kebijakan (kebijakan itu yang memegang manager umum, manager 
operasional karo manager marketing). Kenapa dibuat ganjil? Yang satu 
setuju dan yang dua tidak berarti tidak boleh begitupun sebaliknya. 
Kalau disisi tabungan, yang jelas disini itu margin lebih tinggi dibandingkan 
dengan bank. Terus kalau dibank misalkan nabung 1 juta, nanti terus-
terusan akan habis karena akan kena pajak. Tapi kalau di BMT gak kena, 
tapi malah tambah.  
A Bagaimana proses pembiayaan dari pengajuan sampai pencairan dana? 
B Jadi proses pembiayaan, itu pengajuan di catat oleh CS (customer service). 
Terus CS menyuruh untuk mengisi data dari lembar kemudian diberikan 
kepada coaching (atasan marketing). Terus coaching nanti membagi tugas 
kepada anak buahnya. Kenapa dibagi? Karena dari marketing itu misalnya 
ada 6, 6 itu kapasitas pembiayaannya itu berbeda-beda. Contoh pinjaman 
300 juta keatas itu si A, nanti yang 100-250 juta si B, nanti yang bawah 50 
juta si C. Dalam pembagian tugas, coaching harus memperhatikan 
dikarenakan kadang marketing itu kalau sudah banyak pekerjaan nanti 
mereka lena. Dan nanti yang menjadi sasaran itu CS, “bu, pripun kok 
pengajuan kulo dek wingi pun wonten keterangan nopo dereng?”. Nah maka 
disini ada aturan, dari pertama pengajuan sampai satu minggu harus sudah 
ada keterangan untuk calon anggota. Maka solusinya adalah coaching harus 
memperhatikan keadaan dari marketing. Dan apabila ada pinjaman khusus 
yang 2-3 hari dah cair, itu dikarenakan ada kebijakan dari 3 manajemen 
(manager umum, manager operasional dan manager marketing) yang tadi 
dengan berbagai pertimbangan. 
A Bagaimana proses identifikasi risiko pembiayaan di BMT Ahmad Dahlan? 
B Sekarang itu ada audit internal, audit internal itu satu karyawan yang 
tugasnya mengaudit. Audit apa saja? Ya audit SOP, aturan-aturan. Aturan-
aturan iki dilakok’e opo ora? Pas kita sigap-sigap dikantor lain (cabang 
BMT Ahmad Dahlan) untuk menekan NPF pembiayaan. Sebagai manager, 
saya itu selalu menyediakan lembar-lembar bekerja. Pertama, lembar kerja 
harian. Lembar kerja harian itu misalnya saya datang kekantor, saya mau 
kerja ini-ini-ini, dengan format hari, kerja apa? hasilnya seperti apa.  
Kedua, lembar progress penanganan anggota bermasalah, untuk mengatasi 
“piye to carane aku mengantisipasi?” neg secara global NPF dhuwur berarti 
masalah to?. Lha piye mencegah NPF kuwi dhuwur? Dengan cara lembar 
kerja harian dan lembar progress penanganan anggota bermasalah. Manfaat 
lembar progress penanganan anggota bermasalah. Lha iki ditangani opo 
ora? Ada komunikasi dengan petugas atau tidak? Petugas iki sok 
komunikasi opo ora? Nah itu dilihat dari lembar progress penanganan 
anggota bermasalah. Misal si A itu dalam lembar progress penanganan 
anggota bermasalah itu muncul opo ora?. Itukan termasuk salah satu teknik 
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untuk mengetahui, jane anggota iki ditangani opo ora?. Pekerjaan itu yang 
mau dikerjakan ditulis, yang sudah dikerjakan ditulis. Kegunaannya untuk 
meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah. Yang ketiga adalah prediksi 
yang berhubungan dengan RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Beban) dalam satu tahun. Di dalam satu tahun yang dibuat, misal satu tahun, 
saya ingin mendapatkan pendapatan bersih (SHU/Sisa Hasil Usaha) 1 
milyar tapi setelah dikurangi operasional. Nah nanti di dalam perjalanan 
dalam kuartal (4 bulan) itu dievaluasi, apakah realisasi dari RAPB itu sama 
atau tidak?. Nah, kalau tidak sama? Apa masalahnya tidak sama?. Ini 
berguna untuk mengantisipasi kinerja marketing.  
Kalau proses identifikasi pengajuan adalah survei yaitu prinsip 5C yang 
selalu dipakai. Supaya tidak terjadi permasalahan memakai prinsip 5C, 
meskipun nanti pengembangannya banyak sekali. Prinsip ini dilihat dari 
kepribadian anggota, bisa dilihat dari hasil wawancara dari marketing 
mengenai kepribadian, kebiasaan hidup, pola hidup, dan lain-lain. Nanti 
kalau sudah survei lapangan, karakter ini nanti juga harus hati-hati jangan 
sampai yang kita survei itu tau. Dalam mencari data wawancara, sebenarnya 
dari yang bersangkutan itu saja sudah cukup. Mereka itu diajak ngobrol 
padahal kita itu mencari data. Dan hasil ngobrol itu nanti kita mendapatkan 
data. 
A Apa saja yang disurvei saat proses analisis pengajuan pembiayaan? 
B Kita bertanya itu ya disurvei, jadi kalau yang survei itu terutama neg mau 
survei pembiayaan. Sekarang yang mau disurvei itu apa? karakter atau 
jaminan. Nah kalau jaminan nanti itu berbeda lagi, jaminan nanti misalnya 
misalkan jaminan tanah. Tanah itu pertama lingkungan, jalannya bagaimana 
didepannya? Didepannya aspal, tanah biasa atau beton? Luas jalan itu 
pengaruh. Terus kalau nanti masuk ke rumah.. bangunan itu lantainya apa? 
dindingnya apa? atapnya apa? terus seandainya atap nanti ada kayu, 
kayunya apa? terus lingkungan dekat pasar, dekat sekolah, dekat rumah 
sakit atau dekat kubur?. Nah ngoten dijelaskan, nanti bisa menganalisa. 
Upomo cedhak rumah sakit, cedhak pasar, cedhak sekolah ki penak, 
harganya mahal. Neg cedhak kubur mengurangi harga, itu adalah survei 
untuk bangunan. Dan nanti yang terakhir, mengukur harga tanah, walaupun 
harga tanah itu sudah di NJOP. NJOP itu kartu sing dinggo pajak, itu udah 
ada prediksi harga tanah. Ning saiki harga tanah itu ora isoh kanggo 
patokan. Sebab’e neg harga tanah sing ning NJOP kuwi dinggo pajak. Neg 
sing dinggo ukuran harga gak bisa. Sekarang BPN pinter, umpamane ada 
jual beli. Jual beli itukan yang menjual kena pajak, yang membeli kena 
pajak. Neg kon manut neng harga tanah sing neng NJOP, kantor pajak ki ra 
gelem, mesti buka internet, iki alamatte ngendi, iki di klik nanti wis muncul 
lingkunganne apa? oh lingkunganne terminal, lingkungane pasar. Neng 
NJOP regane 60 juta, ra mungkin! Iki diatas 100 juta. Lha nanti mulo duwe 
omah ki kita harus bisa main dengan notaris. Marketing juga harus pinter 
dalam masalah warisan, minta kartu ahli waris neng kelurahan. Agar tidak 
menimbulkan konflik atau gugatan masalah jaminan sertifikat tanah.  
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A Langkah apa yang dilakukan BMT jika terjadi keterlambatan pengangsuran 
pembiayaan? 
B Langkah pertama ki jane, neg neng SOP-ne itu sekarang, sudah ada grub 
anggota pembiayaan, sak iki ada grub. Itu pertama kali di WA, kalimatnya 
wis pakem, kalimat SOP. Diingatkan bahwa ini sudah tanggal sekian, kok 
belum masuk? Terus kok sampai ada lowong’e, diingatkan tunggakannnya 
sejumlah sekian. Terus kalau nanti, wis diingatkan melalui WA, kok yo 
tidak ada tanggapa,  kok yo meneng wae, terus kita datang. Setelah kita 
datang, wis dike’i masukan macem-macem kok yo ora ono tanggapan. Nah 
kita baru mencarikan solusi, jadi jangan ada istilah’e intimidasi, Jangan!. 
Karena intimidasi itu nanti akan membawa risiko hukum. Lha terus nanti 
wis dikoyokke ngono kok ijeh mbandel meneh. Nah nanti akan ada, 
dipanggil uwis, mencarikan solusi udah, neg wis dikei solusi ora dilakoni 
trus saiki solusimu piye uwis. Nanti kalau udah gitu, itu nanti terus ada surat 
peringatan. Surat peringatan nanti, peringatan satu, peringatan dua, 
peringatan tiga. Dadi neg wis peringatan-peringatan itu nanti, itu resmi!. 
Surat itu ono surat dinggo medhen-medheni, ning ono surat sing resmi. 
Maka surat yang resmi itu namanya somasi. Somasi itu kalimate pakem ora 
main-main, surat panggilan satu, surat panggilan dua ataupun somasi satu, 
somasi dua, somasi tiga, itu neg pinjaman besar. Neg sing pinjaman cilik 
biasane surat panggilan ngono kuwi wis bisa terselesaikan. Neg sing gedhe 
kasusnya banyak, nanti surat somasi itu diberikan kepada anggota, ditanda 
tangani ataupun tidak (biasane kan ono, ditagih kon nanda tangani surat 
kuwi ora gelem, engko neg nanda tangani berarti menyetujui kuwi. Padahal 
di hukum, somasi itu ditanda tangani ataupun tidak, itu sudah tidak 
masalah). Ning anggota biasane wedhi nanda tangani “engko nak nanda 
tangani, aku engko dituntut neko-neko” padahal itu sama. Neg wis ditanda 
tangani kabeh, nganti ping telu, neg pembiayaan gedhe itu perlu ditawarke. 
Jadi marketing itu selalu komunikasi dengan anggota itu utawa “pak, 
njenengan sudah ada peringatan tiga, contohnya somasi satu, dua, tiga. Niki 
tetep kulo unggahke, nopo panjenengan selesaikan kewajiban njenengan?”,. 
“unggahe piye mas?”,. “diunggaheke itu namanya appraisal, appraisal itu 
menganalisa ulang harga tanah ataupun harga jaminan tapi yang 
menganalisa bukan dari pihak BMT, dari tenaga independen. Independen itu 
lembaga ataupun yayasan yang tugasnya itu appraisal (menaksir harga)”. 
Ning saking apikke BMT, appraisal neg bank rasah ndadak ngomong. Ning 
merga BMT, anggotane dikandani “niki kula appraisal, ragate sak menthen, 
terus nanti diappraisal bagaimana?” terus kok yo ra ono selesai (ra ono 
solusine?). Mau dinaikkan tingkat itu, ngomong meneh “pak niki ndek ben 
pun kula appraisal, ragate sak menthen, niki syarat masuk pelelangan 
sampun komplit (somasi satu, dua, tiga atau reschedule)”. Jadi, reschedule 
itu sudah, milih 2 tahun.. 2 tahun rung kelong tak kei waktu 3 tahun itu 
namanya reschedule. Ning reschedule itu ra kena nambah, neg bank-kan 
tambah umur tambah duit. Neg neng BMT enggak, upomo jilihannne 5 juta 
2 tahun kok dadi 3 tahun, yowis kuwi reschedule. Itu termasuk untuk syarat 
juga, nanti dipengadilan ditakok’e “kok iki isoh nganti pelelangan iki, opo 
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uwis diperingatkan?”,. “wis, wis disurat peringatkan”,. “opo wis 
direschedule?”,. “wis, wis akad sing reschedule ditokke”,. “opo yowis ono 
somasi-somasi?”,. “wis, disomasi satu, dua, tiga”,. Jadi kuwi ditakokke neng 
hukum, terus engko nak wis diappraisal kok yo ra ono tanggapanne. Mau 
didaftarkan ke pelelangan, ngomong meneh ning anggota “pak nyuwun 
pangapunten, mboten nate mboten golek masalah. Niki kulo menjalankan 
tugas dari kantor, urusan-urusan kantor seperti ini. Niki njenengan badhe 
kulo daftaraken dateng badan pelelangan, pripun?. Apakah panjenengan 
selesaikan secara kekeluargaan atau njenengan tetep berani untuk 
menghadapi hukum di pengadilan?”. Ning kene wis nyeritakke dhisik, 
marketing ngapikki neng anggota upomo neng hukum tenan iki engko 
ragate yo okeh “lha pripun upami panjenengan menika tidak sampai pada 
hukum”,. “lha solusine piye?”,.”solusine njenengan ngedol aset”,. “lha aset 
duwene aku gur kuwi”. Jadi, memberikan solusi itu puncaknya pada 
menjual aset bukan berarti kita (BMT) itu membujuk ben bandane enthek 
kuwi enggak!. Melainkan melalui analisa “iki neg secara analisa, neg ora 
ngedol aset iki ora isoh lunasi” gitu aja. Makanya disarankan ngedol aset. 
A Apa yang menyebabkan mitra pembiayaan sering terlambat atau kurang 
lancar dalam mengangsur pembiayaan? 
B Kesalahanne iki yo ora ngelengke, asline kesalahanne neng anggota. Karena 
anggota itu sudah dijanji angsuranne sekian, tanggal sekian, jumlahnya 
sekian. Neng kok terlambat? Neg ngono kuwi keterlambatan bukan, yo kita 
sebagai marketing juga harus sering-sering mengingatkan. Maka marketing 
itu SOPnya , umpamane ngangsur tanggal 15, kok tanggal 15 tidak 
ngangsur. Kok sampai tanggal 20 tidak ngangsur, itu sudah diperingatkan 
“pak, niki sampun 11, padahal ngangsur”e jenengan tanggal 15”. Itu salah 
satu mengingatkan, terus kalau sudah diingatkan tapi sampai tanggal 20 
tidak ngangsur. Kita datang, melihat, nengok, “kenapa pak kok terlambat?”. 
Nah terus misalnya “oh nyuwun pangapunten’e pak, blabla”., “lha pripun 
niki tak ke’i wektu 10 hari, jenengan kapan kiro-kiro, hari apa?. kulo 
pendhette”. Nah berarti dengan adanya tidak lancar itu berarti isoh 
disebabkan dari anggota, tapi isoh juga tidak ada perhatian dari marketing.  
A Bagaimana pengelompokan pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan 
dan macet? 
B KOL 1, KOL 2, KOL 3 dan KOL 4. Nanti kalau dilihat dari softwarenya itu 
kalau menanggapi pembiayaan lancar nanti softwarenya kalau dibuka KOL 
1 yang berarti lancar. Kalau yang kurang lancar itu nanti ada di KOL 2 dan 
3. Itu nanti kalau masalah standar lancar,kurang lancar dan macet. Jadi, 
hanya ada 3. Lha nanti kalau pengin mengetahui KOL 1, 2, 3, 4, 5, KOL 5 
itu benar-benar macet. Kalau disini standar macet total itu mungkin kalau 
disini ada NPF. Yang internal ada dan yang eksternal ada. Yang eksternal 
itu kalau disini laporan pada pengurus, itu standarnya 3 bulan berturut-turut 
tidak ngangsur itu sudah macet NPF yang eksternal. Tapi kalau yang 
internal 3 bulan berturut-turut tidak ngangsur, itu baru masuknya KOL 3. 
Lha nanti KOL 3 masuk KOL 5 kalau sudah 9 bulan tidak ngangsur itu 
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kelipatan. Kalau yang NPF eksternal itu tidak semuanya pake, maksudnya 
lembaga keuangannya itu misalnya kalau di perbankan itu pengawas bank 
itu mereka itu sudah ahlinya, mereka itu sudah punya ilmunya. Tapi kalau 
dikoperasi, dikoperasi itu belum pasti yang jadi pengurus itu tau tentang 
bank. Nah kenapa kita pake NPF eksternal? Karena dikhawatirkan, 
pengurus itu meraasa was-was kalau nanti NPF itu diatas 5. Kalau itu nanti 
laporan kita NPF eksternal nanti ya mungkin sangat ringan, kalau yang NPF 
eksternal itu asalkan mereka itu bisa masuk ngangsur, walaupun 
angsurannya itu belum suwe dengan perjanjiannya, itu sudah hilang. 
Misalnya angsurannya 1 juta nge’i 50 ewu ki wis ilang, itu yang eksternal. 
Nah ini kenapa BMT disini ada seperti itu? karena dikhawatirkan kalau bagi 
pengelola ataupun tahu masalah keuangan, itu sebetulnya mereka itu belum 
termasuk angka yang mengkhawatirkan. Tapi bagi pengurus, kalau 
dilihatkan semuanya merasa khawatir. Lembaga keuangan kalau 
didalamnya sudah tidak sama-sama tahu nanti juga akan khawatir menjadi 
bertentangan. Nanti bertentangan kalau orang luar itu tahu maka akan 
menjadi rush. Yang paling bahaya itu, nanti kalau semua mengambil 
tabungan. Kan tabungan kebanyakan kan kita lempar.   
A Apa saja yang dipantau BMT Ahmad Dahlan untuk menghindari risiko 
pembiayaan? 
B Dalam pemantauannya, ditanggal muda itu mencatat dari anggota 
pembiayaan yang bulan sebelumnya belum masuk. Jadi, misalnya tanggal 1, 
kan tanggal 1 itu bingung, nah itu tugasnya mencatat anggota pembiayaan 
yang kemarin tidak masuk. Terus, perjalanannya satu bulan itu planningnya 
kerja itu udah ada tanggal 1-5  itu tugasnya mencatat dari anggota yang 
tidak masuk dan membuat prediksi kerjaan. Prediksi kerjaannya itu kalau 
sekarang hanya lewat laporan setelah WA terus tak masukkan ke komputer 
saya. Jadi, anggota pembiayaan yang ditangani itu berapa orang jumlahnya. 
Mereka memprediksi bulan ini angsuran pokok itu berkurang berapa? terus 
pendapatan berapa? Itu ada prediksinya. Jadi setiap bulan marketing itu buat 
prediksi. Terus, seandainya prediksi itu sudah masuk ke saya, itu adalah 
cara saya memantau marketing. Terus nanti setelah diakhir bulan sesuai 
dengan prediksi atau tidak. Kalau tidak sesuai, apa masalahnya? Seharusnya 
pokok itu misalnya ya, 1 marketing itu misalnya 1 bulan 50 juta terus 
pendapatannya seharusnya 75 juta. Nah, pada saat membuat prediksi itu 
belum tentu. Belum tentu angsuran pokoknya 50 juta, belum tentu mereka 
membuat prediksi 75. Karena apa? Karena yang namanya prediksi itu.. ooh 
iki sesuk ngangsur opo ora, ki sesuk ngangsur opo ora. Iki isoh ngangsur 
neng nge’i bagi hasil opo ora? Itu dalam marketing sudah tau. Oh iki tak 
prediksi sesuk ora mlebu yowis itu jadine misalnya kalau keseluruhan itu 75 
juta, itu mereka hanya memprediksi 55 juta, 60 juta. Lha berarti prediksi itu 
mesti lebih kecil daripada realisasi. Neng kadang kolo, ada kerugian 
misalnya mereka memprediksi 55 juta kok enthuk 60 opo 65 biasanya ada 
penutupan-penutupan kredit macet yang bisa teratasi. Nah ini yang 
digunakan untuk pengawasan anggotanya 
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A Apakah BMT Ahmad Dahlan menggunakan asuransi untuk meminimalisir 
kerugian jika terjadi pembiayaan bermasalah? 
B Ada, namanya BMT ventura, itu juga harus masuk dalam perhimpunan 
BMT yang ada dikabupaten, kemudian provinsi dan juga Indonesia. 
Kegunaannya ini apabila ada salah satu BMT kolaps, maka BMT tersebut 
akan diberi uang untuk menggaji karyawan. Dan untuk anggotanya nanti 
asuransi perhimpunan ini digunakan apabila ada kebakaran, klaim, bencana 
dan kematian. Dalam pengajuannya, anggota ditawarkan terlebih dahulu 
dari BMT, terkadang ada anggota yang tidak mau memakai asuransi 
tersebut. Maka anggota tersebut harus menandatangani kesepakatan bahwa 
dia tidak memakai asuransi.  
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A Jelaskan visi dan misi BMT Ahmad Dahlan dalam kaitannya dengan 
manajemen risiko? 
B Ini tugasnya tentang koperasi-koperasi yang sehat, itukan diantara kita 
ketentuan-ketentuan koperasi yang sudah ada standar-standarnya, misalnya 
modal, itukan kita harus 30% dari aset atau lebih itu juga gapapa. Tapi nanti 
kalau kita terlalu lebih banyak tapi mungkin perputaran uang itu tidak 
mudah. Kita hanya menyehatkan dari koperasi itu dengan syarat modal itu 
dengan aset 30%. Itu belum tentu dari yang 30% modal dengan aset itu 
semua bisa terlewat, itu belum tentu. Tapi nanti kalau tidak diimbangi 
dengan modal ya mungkin itu nanti seandainya ada di pengambilan bisa 
dijalankan. Itu apa namanya? Akan kekacauan. Nah itu dari pengamanannya 
juga dari BMT yang sehat itu, kalau yang misinya yang pertama 
membangun dan mengembangkan ekonomi syariah. jadi kita jelas, di BMT 
syariah kita harus jelas, jangan sampai itu sudah sesuatu yang keliru tapi 
tetap dijalankan, itu jangan sampai. Walaupun saat ini kita belum bisa 
mewujudkan tapikan semaksimal kita untuk syariah kita sampai dimana, 
harus kita capai tapi jangan sampai berhenti di situ. Kita harus berjalan 
misalnya di murabahah, di murabahah itu seharusnya disyariahnya itu ada 
barang, itu dijual. Tapikan di BMT itukan belum, artinya apa? kita pake 
akad wakalah. Terus yang kedua, membangun struktur usaha BMT sehat dan 
kuat, itu struktur ya ada pengurus, ada pengelola, ada SOP, ada SOM 
(Standar Operasional Manajemen). Terus dari hal-hal itukan? Harapannya 
apa? ya kita salah satu struktur, BMT itu harus seperti itu. Engko neg ra ono 
aturanne yo gaduh, pengurus harus dipenuhi, pengurus itu nanti ada 
penasehat, sekretaris, bendaraha, ketua. Penasehat itu nanti ada beberapa 
penasehat, penasehat akuntansi, penasehat syariah, itu harus ada, itu yang 
apa namanya, usaha yang sehat dan kuat itu namanya struktur. Terus itu 
yang nanti hubungannnya dengan struktur kita harus koperasi itu yang 
pertama, kekuatan yang pertama itu anggota, anggota nanti menunjuk 
pengurus. Pengurus, karena pengurus itu tidak bisa mengelola secara 
langsung, maka pengurus itu membentuk adanya karyawan, itu namanya 
struktur. Dan terus kalau didalam manajemennya di SOM, itukan ada aturan-
aturan yang namanya SOP.  
Terus yang ketiga, membangun kepedulian yang tinggi dari masyarakat atas 
keadaan sesama. Nah membangun kepedulian yang tinggi itu, itukan di 
BMT ada Baitul Maal, baitul maal itu ada manajemen itu sendiri, ada 
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pengelolanya sendiri. Ini sebetulnya kalau memungkinkan kantornya baitul 
maal itu kantornya misah. Jadi karena kita tidak memungkinkan tidak ada 
tempat, akhirnya kantor baitul maal itu masih menjadi satu tempat dengan 
baitul tamwil tapi di manajemennya itu sudah berbeda. Adanya baitul maal 
itu, walaupun itu juga ngurusi masalah dana infaq, dana shadaqah itu juga 
harus punya program kepedulian. Membangun kepedulian yang tinggi dari 
masyarakat atas keadaan semacam itu, maksudnya kita BMT selain 
pembisnis yang tamwil, kan BMT itu kepanjangan dari Baitul Maal Wa 
Tamwil. Yang Maal ini mereka, masalah infaq, shadaqah, mereka yang 
ngurusi. Dan dari baitul maal ini juga, posisinya seperti tamwil juga, ya ada 
programnya, RAPB, jadi semuanya terstruktur, misalnya penggalangan 
infaq, kan disini ada beberapa jalur, infaq yang lewat kotak bedug yang kita 
sebar ke banyak tempat. Terus yang keempat, meningkatkan produktifitas 
ekonomi masyarakat dan mensejahterakannya. Itu berhubungan dengan 
baitul tamwil yang itu istilahhe kita memberikan pembiayaan kepada 
masyarakat, itu kalau di bank entah itu prospek kedepannya atau tidak? Neg 
dee utang, neg dee pembiayaannya itu nanti berakibat atau tidak? Biasane 
sebenarnya memikirkan sanksi-sanksi, jangan sampai kita itu punya analisa 
terus dibiayai nanti mungkin akan memberatkan. Jadi kita tolak itu bukan 
berarti kita tidak senang dengan mereka tapi justru kita biasane karena 
mungkin kita lebih tau, seandainya kita biayai nanti mereka akan melakukan 
kemacetan. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu, mungkin ada lho kita 
pinjam terus, terus pengajuan lagi, akhirnya apa? mereka tidak memikirkan 
akibatnya. Tapikan kalau dalam peningkatan produktifitas masyarakat ini, ya 
kalau dia disurvei, dianalisa misalnya kredit pisanan itu mereka beli truk 
satu, meraka pinjam kemudian lunas. Terus mereka pinjam lagi, truk lagi, 
nanti ditanyakan “kok itu truk, kalian sudah punya kok beli lagi?”, oh yang 
satu itu untuk angkut-angkut barang ke Surabaya. Jadi, seandainya mereka 
itu ada perencanaan, untuk angkut-angkut lagi itu tidak memungkinkan 
untuk pake truk yang satunya. Nah jadi truk yang kedua itu harus ditanyakan 
produktifitasnya untuk apa, oh nanti digunakan untuk misalnya angkut-
angkut ke Bandung. Lha nanti ada crosscheck, jangan sampai kita hanya 
percaya pada omongan mereka, apakah betul kalau kita membiayai beli truk 
lagi itu mereka bisa memakai untuk meningkatkan produktifitas masyarakat.  
A Bagaimana manajemen risiko sebelum calon anggota menjadi dan setelah 
calon anggota menjadi anggota dan setelah calon anggota menjadi anggota, 
bagaimana penjelasannya apakah dapat dicarikan kasus yang terjadi? 
B Jadi manajemen risikonya itu pada pengamanannya yaitu jaminan harus 
kuat, melihat usaha secara real, mengetahui pendapatan secara real. Jaminan 
kuat itu seandainya terjadi kemacetan, itu nanti diproses secara hukum. Itu 
nanti gak kalah, diakad secara baik. Itu digunakan untuk mengantisipasi jika 
itu terjadi masalah. Maka kalau kita komite akan memutuskan pembiayaan 
ya dan tidaknya, nanti ada petugas remidial, petugas remidial itu jaminan 
seperti ini, ini dipakai, alurnya seperti apa itu nanti kuat gak? Seharusnya ini 
dinotariske, notaris itu ada 2, SKHT dan APHT. SKHT itu barang yang 
dipakai untuk jaminan, neng neg APHT itu bahwa barang jaminan untuk 
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sementara waktu dikuasakan kepada BMT. Nah itukan bedane opo? SKHT 
seandainya terjadi kasus itu BMT berhak mengalihkan akad atau 
meningkatkan akad, sing maune SKHT dadi APHT, alurnya seperti itu. 
Apakah dari SKHT ke APHT itu harus membutuhkan tanda tangan dari 
yang bersangkutan? Tidak usah. Terus neg usia, usia SKHT itu gini 300 juta 
seharusnya itu APHT, terus yang bersangkutan itu “enggak, SKHT aja” ini 
hanya usianya ini hanya beberapa bulan. SKHT ini mungkin usianya 3 
bulan. Kalau udah 3 bulan nanti gimana? Nah kalau terjadi kasus, nanti 
segera dinaikkan ke APHT, ning rasah njaluk tanda tangan karo sing 
bersangkutan. Sebabe opo? Neg SKHT itu corone neg barang iki dinggo 
jaminan tapi ora dikuasakke. Teruskan nanti di APHT tertera bahwa barang 
ini dikuasakan kepada koperasi (BMT). Seandainya kalau terjadi kasus, 
kalau mau melelang ini gak usah minta tanda tangan.  Kalau SKHT ini kalau 
terjadi kasus diunggahke ke APHT, nanti ini biaya. Nah dari seluruh biaya 
ini diakad itu sudah tertera, seandainya terjadi wanprestasi, biaya-biaya ini 
ditanggung oleh anggota. Biasane peningkatan ini APHT ini 600 ribu, kalau 
SKHT ini 75 ribu. Jadi ya itu dari pengamanan dari yang belum terjadi 
karena harus memperhatikan misalnya di dalam survei itu kadang kolo 
diapusi. Contoh jaminan sawah sing asline neng tengah, tapi didudohkene 
sing neng pinggir dalan, kita pernah mengalami kasus itu. Disini kita juga 
pernah terjadi pemalsuan nama, ada penjamin, terus penjamin itu misalnya 
terjado si A ini punya sertifikat yang pakai si B. Ini walaupun yang punya si 
B, si A ini harus tanda tangan, padahal si A ini sudah meninggal. Nah 
akhirnya dicarikan orang, kon ngakoni neg dee kuwi si A, itu juga kasus 
juga. Maka setiap ada peningkatan di notaris, pihak bersangkutan harus 
menunjukkan KTP asli, untuk mengantisipasi masalah itu. 
Di Trucuk ada juga yang mereka ini nekad, wis di gowo pengadilan. Dee 
sama sekali wis ora bergeming, terus mereka mencari lawyer, terus akhirnya 
dari beberapa sidang, mereka kalah. Kemudian mereka mengajukan 
banding, akhirnya mereka mengeluarkan biaya-biaya yang banyak juga. 
Setelah banding, meraka kalah lagi. Terus kalau kalah, otomatiskan barang 
juga harus dilelang padahal neg lelang itu semau yang mau melelang. Dan 
akhirnya dari keluarga ya nututi, seandainya mereka itu mau melunasi secara 
kekeluargaan, sejak awal itu hanya 116 juta. Tapi karena mereka itu ngeyel, 
dilelang malah golek lawyer,  maka saya juga harus menyewa lawyer juga 
walaupun yang kedua-duanya yang membiayai mereka tapi mereka tidak 
tau. Akhirnya kan dari biaya-biaya ditanggung oleh mereka, terus mereka 
banding. Banding itu nanti lawyer yang mbayar mereka lagi, terus kalah. 
Setelah mereka judeg, setelah kasasi juga kalah, terus akhirnya mereka 
menyerah dan “ neg saya bayar gak usah dilelang itu berapa?”. Padahal dari 
yang pertama 116 juta terus akhirnya menjadi 170 juta, karena biaya-biaya 
lawyer itu, ini untuk mengantisipasi. Sehingga antisipasi ini maka yang 
pertama kita panggil mencarikan solusi, kemudian direschedule. Reschedule 
disini tidak seperti di bank, semakin bertambah bulan semakin banyak, disini 
enggak, disini tetap. Kalau nanti ternyata direschedule tetap gak jalan, kan 
reschedule ini dari harga misalnya 15 juta wis kelong 5 juta sing dulunya itu 
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umpamane setahun 15 juta dibagi 12, misalnya diberi waktu 1 tahun lagi wis 
kelong 5 bulan. Itukan seharusnya tinggal 7 bulan, seandainya kita 
memberikan tenggang waktu, ya kita harus memberikan 1 tahun lagi, tapi 
tidak berubah harga yang tadinya 15 juta wis kelong 5 juta, yo tetap dadi 10 
juta. Terus 10 juta dibagi 12 kan tetap ringan, dan reschedule ini ditawarke. 
Terus nanti neg direschedule tidak jalan, nah nanti mula mengappraisal 
(surat peringatan). Ada surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, itu 
namanya somasi. Nanti setelah somasi itu didalam perjalanannya kalau 
menghendaki itu marketing jangan mudah menerima uang. Kalau kita 
menghendaki lunas, ya lunas, kalau tidak lunas ya jangan diterima. Kalau 
nanti misalnya, utangnya 15 juta, dikek’i 1 juta umpamane, kok ditompo, ya 
somasi 1, 2, 3 itu gagal. Seandainya mau mengulang itu harus diulangi lagi 
1, 2, 3 lagi. Jadi, neg wis somasi itu tidak boleh menerima angsuran. 
Seandainya itu nanti “saya bisa menerima tapi harus 50% dari angsuran, 
misalnya 10 juta berani gak ngasih 5 juta” neg berani, sepakat. Yowis kita 
menggagalkan somasi, jadi itu nanti kita harus merembug dul, jangan mudah 
menerima.  
Kalau yang sudah terjadi itu kita sampai pelelangan, nanti dilelang yang 
pertama kita memberikan solusi menjual sendiri atau dimasukkan ke 
lelangan. Jadi kita mau melelang barang itu lama prosesnya, itu sampai 2 
tahun. Kita ada beberapa penawaran. Jangan sampai peh ada kekauasan 
menjual, lelang yo lelang, jangan seperti itu, walaupun itu haknya. Dari 
BMT ya ngomong lah, itu sudah beberapa kali kita sudah memberikan 
alternatif memberikan solusi, reschedule. Kita jadi nangani anggota 
bermasalah itu harus kreatif. Misalnya kita harus mencari anaknya, jangan 
sampai anaknya itu gak tau padahal mereka itu mampu. Nanti juga kita 
mencari kakak adek gitu nanti juga dicari. Neg wis ngono kuwi dari pihak 
keluarga wis lepas tangan, ya sudah kita akan meleleng itu lapor. Karena 
lelangan itu harus melewati proses, somasi 1, 2, 3, adanya remidial, adanya 
appraisal itu,  harus dilampirke. Terus nanti diappraisal, appraisal itu 
penilaian ulang jaminan. Jadi appraisal itu dari lembaga independen yang 
tugasnya menilai jaminan, itu biayanya 6 juta. Nah itu tadi appraisal itu tadi 
akan menentukan, jadi kita mau melelang itu tidak semaunya kita 
membayar, itu harga itu ditentukan oleh lembaga appraisal. Nanti 
menentukan harga limit hingga harga pasaran, itu harus ada. Terus nanti 
biasanya kita sudah menyerahkan lelang, terus kita nanti mendaftarkan ke 
KPKNL. Nanti setelah mendaftarkan ke KPKNL (tempat pelelangan 
negara), daftarnya tidak membayar tapi setelah mendaftar, prosesnya itu 
cepat. Dalam waktu 2 bulan, masih diberi kesempatan, intinya neg meh 
ngoyak nanti bisa dicabut dan gak usah mbayar. Tapi neg meh nglebokke 
kita yo memberitahu, kan nanti kita punya surat bukti. Surat buktinya nanti 
di photocopy terus photocopynya diserahkan pada yang punya jaminan. 
Terus nanti, wis dikeki beberapa bulan ko ya ora ngoyak, itu baru kita 
dipromosekke di koran, biayanya 6 juta. Setiap barang yang masuk ke 
KPKNL itu nanti dishare di internet, jadi kalau buka misalnya KPKNL di 
klik, nanti akan muncul semua barang yang dilelang disini. Nanti kalau 
97 
 
sudah, kita mengusahakan untuk mencari pelelang. Jangan sampai 
dilelangke, rumangsane koyo wong yuk-yukan. Nah koperasi ataupun bank 
harus mencari pembeli, kalau nanti tidak pembeli maka BMT harus 
membeli. Tetapi untung di BMT ini ada masyarakat yang membeli dan kita 
sudah lepas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 
 
WAWANCARA 3 
Nama : Sri Mulyani 
Jabatan : Anggota Pembiayaan 
Waktu : 16 Agustus 2019, Pukul 13.00 – 14.00 WIB 
 
A Apa saja yang disurvei saat saudara mengajukan permohonan pembiayaan? 
B Dulu itu yang disurvei BMT, koyo rumah, usaha karo barang bukti usahane. 
Nah engko ki barang bukti usaha difoto, katane dinggo bukti usahane 
anggota. Karo bukti jaminan sing digunakke dinggo utang kuwi yo difoto. 
A Apa saja yang ditanyakan saat wawancara pengajuan permohonan 
pembiayaan? 
B Sing ditekok’e ki tentang penghasilan tiap bulan piro? Termasuk 
penghasilan suami ki piro. Nah kan kulo usahane keset, makane sing 
ditekoni ki regane keset sak kodi piro? Hasil’e ki engko piro. Yo seputar 
usahane awakdewe.  
A Setelah pembiayaan disetujui apakah ada pengawasan lebih lanjut dari pihak 
BMT mengenai usaha saudara, jika ada dalam bentuk apa pengawasan 
tersebut? 
B Neg pengawasan ki mungkin setor’e kan nganggo jemput bola, kadang yo 
neng kantor setor angsuran. Karo kadang ditekoni “usaha pripun bu, 
lancar?” Biasa sih. Kadang neg telat, marketing’e moro neng ngomah tekon 
usaha karo ngandani neg niki telat. Alasanne telat ki ngopo.  
A Adakah tindak lanjut dari pihak BMT, jika saudara terlambat dalam 
mengangsur pembiayaan? 
B Pas kae ki dikandani lewat WA, kadang ono marketing sing moro nekoni 
neg iki wis telat. Kan kae kulo mboten saged setorkan, nah marketing ki 
moro neng ngomah ngandani neg kulo dereng setor. Pas kae duitte dinggo 
kebutuhan mendesak, yowis dadine malah durung setor neng BMT. Yo gur 
dikandani neg telat karo ditekoni meh kapan isohhe ngangsur tunggakan 
setoran sasi wingi karo meh piye setorre, neng BMT langsung po dijemput 
bola.  
A Adakah saran atau solusi yang diberikan pihak BMT, jika terjadi 
keterlambatan pembayaran angsuran ? 
B Lha iyo pas kae ki, solusine ditekoni meh ngangsur kapan. Marketinge yo 
moro neng ngomahkan. Sik dewene ki tekok tentang keluarga, keadaan 
keluarga koyo ngono karo usahane kepiye. Menjurus neg kono sik dewene, 
terus alasanne kok ora mbayar angsuranne ki ngopo?. Tak jelaske, ki ono 
kebutuhan mendadak simbah lagi sakit. Dadi duitte dinggo nambakke 
mbah’e, terus marketingge jawab. Bar kuwi kulo ditekoni kinten-kinten 
saged’e ngangsur kapan nggeh bu?”. Tak jawab “yo paling minggu-minggu 
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sesuk mas”,tak golekke duitte dhisik. Terus marketing’e tekok ”lha niki 
ajeng disetorke langsung ten BMT napa dijemput bu?”. Ya kulo jawab 
“kulo setorke piyambak mas ten BMT”. Yo kuwi solusi pas kulo dereng 
saged mbayar angsuran bulan dek wingi.  
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